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MOTTO 

 

 

“Orang yang efektif bukanlah orang yang pikirannya terpusat pada masalah, 

Tetapi adalah orang yang pikirannya terpusat pada peluang. 

Pada saat kita merasa tidak perlu lagi untuk belajar, Saat itulah kita perlu belajar 

banyak tentang kerendahan hati ...” 

 

By : Peter Drucket
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  Dikutip dari : twitter kata-kata bijak @kata2bijak (ditweet : 16 Februari 2019) 
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RINGKASAN 

 

 

Warga negara asing memilik hak untuk kerja di Indonesia harus memiliki izin 

KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) yang di keluarkan oleh pejabat imigrasi yang 

berwenang. KITAS adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang 

berwenang yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat 

persetujuan bagi orang asing untuk mendapatkan izin tinggal sementara di wilayah 

tersebut. Ternyata terdapat hambatan-hambatan pihak imigrasi dalam memeriksa izin 

tinggal khususnya di KITAS kerja warga negara asing. Terdapat beberapa warga negara 

asing yang kedapatan oleh pihak imigrasi yang izin KITAS tidak sesuai dengan izin 

berlakunya, dan bahkan sampai masa berlakunya sudah daluarsa (expired) masih tetap 

tinggal di Indonesia. Seperti halnya terdapat warga negara asing yang bekerja di akan 

tetapi izin KITAS-nya sudah daluarsa. Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik 

bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, namun demikian tidak sedikit 

warga negara asing melakukan pelanggaran terkait keimigrasian di Indonesia salah 

satunya melanggar batas waktu izin tinggal (overstay).  

Rumusan masalah dalam hal ini, adalah :  (1) Apa akibat hukum terhadap warga 

negara asing yang melampaui izin tinggal di Indonesia ? dan (2) Apa sajakah faktor-

faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum terhadap masalah izin tinggal 

warga negara asing yang melampaui izin tinggal di Indonesia ? Metode penelitian dalam 

penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan 

konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan penelitian dalam 

skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. 

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Akibat 

hukum terhadap warga negara asing yang melampaui izin tinggal di Indonesia bahwa 

jika orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih 

berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin 

tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika 

tidak membayar maka akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi 

dan penangkalan. Kedua, Faktor utama terjadinya pelanggaran Kitas daluarsa atau 
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(Overstay) adalah karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi perlu 

ditingkatkan sehingga pelanggaran tersebut terjadi karena pengawasan yang dilakukan 

oleh pihak kantor Imigrasi hanyalah pemeriksaan dokumen-dokumen atau Visa terhadap 

orang asing dan orang asing yang melakukan pelanggaran pelanggaran pelanggaran 

Kitas daluarsa (Overstay) adalah tidak mengingat jangka waktu yang diberikan oleh 

pihak Kantor Imigrasi sehingga merupakan kelalaian oleh orang asing. Agar Indonesia 

tetap aman dan tenteram diperlukan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, 

berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar 

dari wilayah Indonesia. 

Saran yang diberikan bahwa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 masih belum 

bisa di bilang efektif dikarenakan masih banyaknya kekurangan yang di alami oleh 

Kantor Imigrasi seperti halnya minimnya dana dan prasarana yang di miliki oleh Kantor 

Imigrasi doi beberapa wilayah Indonesia, di tambah luasnya Wilayah kerja Imigrasi 

sehingga banyak terjadi adanya pelanggaran KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) 

daluarsa (Overstay) yang sering terjadi di wilayah kerja Imigrasi Kelas I Balikpapan. 

Selain itu juga Warga Negara Asing belum sepenuhnya mengetahui pentingnya Undang-

undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap mereka, dengan semakin 

banyaknya Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah kerja Balikpapan maka tidak 

menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran terutama pelanggaran Izin Tinggal.  

Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi beserta jajarannya 

dilakukan dengan tindakan admnistratif keimigrasian dan pengawasan lapang sehingga 

proses pegawasan yang dilakukan oleh imigrasi tidak hanya orang asing keluar atau 

masuk wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat berada di wilayah Indonesia. Selain itu, 

pengawasan imigrasi tidak terbatas pada tindakan adminsitratif saja, tetapi juga dalam 

hal tindakan penyidikan keimigrasian. Radikalisme merupakan kejahatan yang 

mengancam keamanan negara sehingga diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Fungsi 

pengawasan keimigrasian untuk menghadapi potensi radikalisme dapat berjalan dengan 

baik dengan adanya kerjasama, koordinasi, dan partisipasi yang aktif antara 

Keimigrasian, Kepolisian Republik Indonesia, BNPT dan juga masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa : “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan 

internasional baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan 

sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar 

wilayah Indonesia semakin meningkat.  

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada 

semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda 

serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. 

Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut 

orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek 

keimigrasian yang berlaku di setiap negara yang memiliki sifat 

universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai 

dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.
1
 

 

Lalu lintas atau mobilitas penduduk mempunyai pengertian atau 

pergerakan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Pergerakan tersebut dapat 

bersifat sementara maupun menetap seperti mobilitas pulang-balik dan migrasi. 

Untuk mengatur berbagai macam Warga Negara Asing (WNA) yang keluar dan 

masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian 

menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip 

selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya Warga Negara Asing (WNA) yang dapat 

memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik 

Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak 

bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia 

                                       
1 Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan 

Negara di Bidang Keimigrasian, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004, hlm. 31. 
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yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang diizinkan masuk atau keluar 

wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa 

perizinan yang diberikan kepada warga negara asing (WNA) apabila hendak 

tinggal di Indonesia. Warga negara asing (WNA) yang memasuki wilayah 

yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang keimigrasian.
 2

 

Salah satu ketentuan WNA dapat masuk wilayah Indonesia adalah wajib 

memiliki visa. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang 

berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi 

orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.     

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinyatakan 

bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar 

wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah 

negara Republik Indonesia. Lalulintas orang antara Negara Republik Indonesia 

dengan negara lain mempunyai arti bahwa yang melakukan lalu lintas tersebut 

tidak hanya warga negara asing, tetapi juga termasuk warga Negara Indonesia 

yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan kembali ke Indonesia.  

Pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia 

mengandung 2 (dua) aspek yaitu :  

1) aspek keberadaannya  

2) aspek kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.  

Warga negara asing memilik hak untuk kerja di Indonesia harus memiliki 

izin KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) yang di keluarkan oleh pejabat 

imigrasi yang berwenang. KITAS adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh 

pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia 

yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk mendapatkan izin tinggal 

sementara di wilayah tersebut. Ternyata terdapat hambatan-hambatan pihak 

                                       
2 

Muhammad Indra, .Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian 

Indonesia., Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 
2008), hlm.2. 
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imigrasi dalam memeriksa izin tinggal khususnya di KITAS kerja warga negara 

asing. Terdapat beberapa warga negara asing yang kedapatan oleh pihak imigrasi 

yang izin KITAS tidak sesuai dengan izin berlakunya, dan bahkan sampai masa 

berlakunya sudah daluarsa (expired) masih tetap tinggal di Indonesia. Seperti 

halnya terdapat warga negara asing yang bekerja di akan tetapi izin KITAS-nya 

sudah daluarsa.  

Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing yang 

berkunjung ke Indonesia, namun demikian tidak sedikit warga negara asing 

melakukan pelanggaran terkait keimigrasian di Indonesia salah satunya 

melanggar batas waktu izin tinggal (overstay). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap warga negara asing 

yang melanggar izin tinggal (overstay) dan untuk mengetahui dan menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Oleh karena itu penulis 

dalam tulisan ini mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan 

karya ilmiah skripsi dengan judul : Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing 

Yang Melampaui Izin Tinggal di Indonesia 

 

1.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

mencoba mengidentifikasikan beberapa permasalahan, sebagai berikut :  

1. Apa akibat hukum terhadap warga negara asing yang melampaui izin tinggal 

di Indonesia ?  

2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum 

terhadap masalah izin tinggal warga negara asing yang melampaui izin 

tinggal di Indonesia ?  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Memahami dan akibat hukum terhadap warga negara asing yang melampaui 

izin tinggal di Indonesia. 
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2. Memahami dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat 

penegakan hukum terhadap masalah izin tinggal warga negara asing yang 

melampaui izin tinggal di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat 

akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Jember. 

2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang 

bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait fungsi 

pengawasan keimigrasian dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi 

warga negara asing yang berdomisili di Indonesia berikut akibat hukum 

dengan warga negara asing yang overstay di Indonesia. 

3. Menambah wawasan, pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran 

yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum 

dan almamater. 

 

1.5    Metode Penelitian    

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus 

dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam 

rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. 

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau 

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga 

penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat 

digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan–bahan hukum 

yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan 

kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat 

diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha 

mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :  
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1.5.1   Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan 

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan 

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. 
3)  

 

1.5.2   Pendekatan Masalah 

 Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan 

yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian 

dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 

2 (dua) macam pendekatan, yaitu : 

1.   Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu 

yang dihadapi 
4)

 

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

(Conceptual Approach) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan 

dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat 

diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin 

hukum.
5)

 

 

1.5.3 Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan 

untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi 

                                       
3  Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group, hlm.194 
4    Ibid, hlm.93 
5    Ibid, hlm.138 
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mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam 

skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yang 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

1.5.3.1  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang 

undangan dan putusan–putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan 

hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 

Tahun 1945). 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. 

 

1.5.3.2  Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum 

yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan 

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.
6
 Adapun yang 

termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, 

laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para 

ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan 

dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang 

memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain 

                                       
6  Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165 
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yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-

deklarasi, dan situs-situs internet. 

 

1.5.3.3   Bahan Non Hukum  

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber 

bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non 

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan 

topik penulisan skripsi.
7 

 

1.5.4  Analisis Bahan Hukum 

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu 

metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum 

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan 

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain 

dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,  

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan 

kajian sebagai bahan komparatif.  

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu 

penelitian hukum, yaitu : 

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ; 

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ; 

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan 

bahan-bahan yang telah dikumpulkan 

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum 

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 

dibangun di dalam kesimpulan.
8
 

 

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu 

yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat 

preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas 

                                       
7     Peter Mahmud Marzuki,  Opcit, hlm. 164 
8   Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm.171 
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aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu 

terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-

rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah 

tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis 

maupun yang untuk kajian akademis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Akibat Hukum 

2.1.1 Pengertian Akibat Hukum 

Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat 

oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan 

bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta 

mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang 

melanggarnya.
9 

 Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah 

Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus 

didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan 

pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945 menyatakan 

bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, 

artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian 

hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas 

keadilan dan kesetaraan hukum.  

Hukum Indonesia selain dikenal pengertian tentang ilmu hukum dan 

perbuatan hukum, juga dikenal suatu akibat hukum. Tujuan dari pengenalan 

ketiga hal ini yaitu guna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

bahwa dalam kehidupan kemasyarakatan suatu negara, kita dianjurkan untuk 

memahami ketiga hal tersebut. Salah satu yang harus dipahami sebagai 

masyarakat yaitu akibat hukum. R. Soeroso,
10

 menjelaskan pengertian akibat 

hukum adalah : akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh 

suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. 

Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang 

                                       
9  R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 294 
10   Ibid, hlm 295 

 

9 
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dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.”   Lebih 

lanjut Pipin Syarifin menjelaskan :
 11

 

“Akibat hukum juga merupakan sumber lahirnya hak dan 

kewajiban bagi subyek–subyek hukum yang bersangkutan. 

Misalnya, mengadakan perjanjian jual/beli maka telah lahir suatu 

akibat hukum dari perjanjian jual/beli tersebut yakni ada subyek 

hukum yang mempunyai kewajiban untuk membayar barang 

tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain 

mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi disamping itu dia 

mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah 

bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek 

hukum menimbulkan akibat hukum.”
 
 

 

Akibat hukum kemudian menjadi hak dan kewajiban bagi subyek 

hukum. Contohnya adalah akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum. Misalnya dalam hal 

perjanjian, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu 

mengenai sesuatu tertentu, dengan diadakannya suatu perjanjian, maka berarti 

telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subyek hukum yang bersangkutan 

dalam menepati perjanjian tersebut. 

 

2.1.2 Macam-Macam Akibat Hukum 

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diakui dan diatur oleh 

hukum. Maka hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban pada tiap-tiap 

pihak. Dari hubungan hukum ini dapat menimbulkan akibat hukum.
12

 Dilihat 

dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan 

hukum yang bersifat prifat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam 

menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau bersifat privat yang 

menjadi indikator bukanlah subjek hukumnya, melainkan hakikat transaksi yang 

terjadi (the nature of transaction). Oleh karena itu, hubungan antara individu dan 

organ negara atau badan hukum publik bukan presumtif hubungan hukum dalam 

ruang lingkup hukum publik. Pada perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian 

                                       
11 Pipin, Syarifin, , PIH Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 1999,  hlm 71 
12Yusuf Adiwibowo, Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Ganti Rugi, Jember, 

Universitas Jember, 2000, hlm.1  
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pengadaan barang dan jasa yang digunakan adalah hukum privat, sehingga 

hubungan hukum yang lahir pun didasarkan pada ketentuan hukum yang bersifat 

privat.
13

   Dalam hukum perdata melakukan sesuatu sudah pasti ada sebab dan 

akibat, dalam bidang apapun apabila seseorang melakukan suatu tindakan 

hukum pasti akan ada akibat hukum. Macam–macam akibat hukum yaitu : 
14

 

1. Adanya akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya 

suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya: Usia 21 tahun melahirkan 

suatu keadaan hukum baru dari tidak cakap bertindak menjadi 

cakap bertindak. Atau orang dewasa yang dibawah pengampunan, 

melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum. 

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu 

hubungan hukum tertentu. Misalnya: sejak kreditur dan debitur 

melakukan akad kredit, maka melahirkan hubungan hukum baru, 

yaitu utang–piutang. Atau sejak pembeli melunasi harga suatu 

barang, dan penjual menyerahkan barang tersebut, maka 

berubahlah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara 

mereka. 

3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek 

hukum. Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan 

hukum, dibedakan menjadi: 1. Sanksi hukum di idang hukum 

publik, diatur dalam pasal 10 KUHP, yang berupa Hukuman Pokok 

dan Hukuman Tambahan. 2. Sanksi Hukum di bidang hukum 

privat, terdiri atas:  

a) Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), 

diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, adalah suatu perbuatan 

seseorang yang mengakibatkan kerugian terhadap yang 

sebelumnya tidak diperjanjikan, sehingga ia diwajibkan 

mengganti kerugian.  

b) Melakukan Wanprestasi, diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata, 

yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakan 

kewajibannya tepat pada waktunya, atau tidak dilakukan secara 

layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi 

kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas 

lewatnya batas waktu. 

 

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. 

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. 

Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu 

untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat 

                                       
13   Peter Mahmud Marzuki, op. cit. hlm. 254 
14  Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, hlm 112 
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dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki 

fungsi vital dalam kehidupan sosial. 

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa : 

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu 

adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam 

masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata 

sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. 

Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan 

kepentingan dalam masyarakat. 
15 

 

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan 

antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-

kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut 

membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat 

menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi 

kekacauan dalam masyarakat.
16 

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk 

untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang 

baik dan mana yang tidak.  Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus 

diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan 

tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai 

sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri 

memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu 

ditaati anggota nasyarakat.
17 

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur 

dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan 

terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.  

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan 

berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada 

harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat 

agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh 

                                       
15  Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, Teori Hukum ; Strategi Tertib 

Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya : CV.Kita, , hlm.36 

16 C.S.T. Kansil. 2001. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia.  Jakarta : 

Balai Pustaka. hlm. 40  
17   Ibid. hlm. 54 
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seluruh anggota masyarakat.
18

 Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari 

keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, 

akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut 

dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu 

bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu 

harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat 

itu.
19 

 Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan 

agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal 

membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. 

Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan 

dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.  
 

 

2.2   Konsep Warga Negara, Kewarganegaraan dan Dasar Hukumnya  

2.2.1   Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian warga negara adalah 

penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat 

kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang 

warga negara dari negara itu
20

. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 angka (1) pengertian 

warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Secara umum, pengertian warga negara adalah anggota 

suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. 

Warga negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata citizens. Seseorang 

dapat menjadi warga negara setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

oleh suatu negara. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewarganegaraan 

adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai 

warga negara. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian 

                                       
18  C. S. T. Kansil. 2001. Op. Cit. hlm 40 
19    Ibid. hlm 40 
20 Tim KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Gramedia Pustaka Tama, 1997, 

hlm.450 
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kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga 

negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, 

artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara 

dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti 

yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan 

adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum 

itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di 

bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum 

tersebut antara lain adanya akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti 

kewarganegaraan.  

Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan 

hukum. Akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, 

ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata 

lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Orang 

yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau 

wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah 

hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia pengertian pewarganegaraan adalah proses, cara dan perbuatan 

mewarganegarakan. Lebih lanjut menurut ketentuan  Pasal 1 angka (3) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 

pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk 

memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. 

 

2.2.2   Dasar Hukum Kewarganegaraan 

Pada waktu Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 

Agustus 1945, Negara Republik Indonesia belum mempunyai Undang-Undang 

Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai 

soal kewarganegaraan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 26 ayat (1) 

menentukan bahwa ’’Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa 

Indonesia aseli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-

Undang sebagai warga negara,” sedangkan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa 
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’’Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-

Undang”.  

Perumusan yang demikian didasarkan pada adanya pertimbangan 

bahwa memang seharusnyalah bangsa Indonesia aseli yang 

menjadi warga negara Indonesia, namun bagi mereka keturunan 

asing dapat pula menjadi warganegara dengan akan diatur dalam 

Undang-undang; Sebab adalah tidak lazim masalah 

kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dan pada 

waktu penyusunan Undang-Undang Dasar telah dijelaskan bahwa 

hal tersebut lebih baik diatur dalam Undang-undang biasa.247 

Karena itu bagi mereka yang tergolong dalam keturunan asing 

tetap dibuka kemungkinan untuk menjadi warga negara Indonesia, 

selama mereka mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan 

bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia; demikian 

penjelasan pasal 26 tersebut.
 21

 

 

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 tersebut, maka pada tanggal 10 April 

1946 diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Undang-Undang ini 

kemudian beberapa kali mengalami perobahan dengan Undang-Undang Nomor  

6 dan Nomor 8 tahun 1947. Kalau diperhatikan Undang-Undang tersebut akan 

ternyata, bahwa azas kewarganegaraan yang dianut adalah azas ius soli. Ini dapat 

dilihat dari rumusan pasal 1 huruf a, warga negara Indonesia ialah orang yang 

aseli dalam daerah Negara Indonesia. Istilah ’’dalam daerah Negara Indonesia” 

menunjukkan pemakaian azas ius soli. Begitu pula dalam huruf b dinyatakan, 

bahwa orang peranakan yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia paling 

sedikit untuk lima tahun terakhir dan berturut-turut serta berumur 21 tahun 

adalah warga negara Indonesia, kecuali kalau ia menyatakan keberatan menjadi 

warga negara Indonesia. Perkataan ’’lahir dan bertempat tinggal di Indonesia” 

ini menunjukkan, bahwa azas ius soli yang dipakai. Latar belakang dari 

pemakaian azas ius soli ini disebabkan kenyataan, bahwa sejak dahulu sudah 

banyak peranakan bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia. Jadi 

selama mereka menyatakan kesetiaannya kepada Negara Indonesia dan 

mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, maka mereka dapat menjadi warga 

negara Indonesia (hak repudiasi).  

                                       
21  Soehino, Azas Azas Hukum Tata Pemerintahan, Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm.36 
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Dalam hal ini golongan peranakan secara keseluruhan dinyatakan 

terlebih dahulu warga negara tentu saja yang memenuhi syarat-syarat Indonesia, 

namun kepada mereka diberikan hak untuk menolak. Di sini pemilihan 

kewarganegaraan itu dilakukan secara pasif, karena kewarganegaraan Indonesia 

itu dengan sendirinya diperr oleh apabila tidak mengajukan pernyataan untuk 

menolak. Pernyataan yang dimaksud di atas harus sudah disampaikan kepada 

Menteri Kehakiman paling lambat dalam waktu satu tahun sejak berlakunya 

Undang-Undang no. 3 tahun 1946 tersebut. Karena terlalu sedikit orang yang 

mengajukan pernyataan tersebut, maka oleh Undang-Undang no. 8 tahun 1947 

diberikan perpanjangan waktu sampai tanggal 10 April 1948. Hal ini sebenarnya 

dapat dimengerti karena Republik Indonesia pada waktu itu masih dalam 

peperangan dengan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Keadaan 

ini berjalan terus sampai terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. 

Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat, maka pembuat 

Undang-Undang Dasar 1949 juga menyadari, bahwa adalah tidak mungkin 

untuk mengatur masalah kewarganegaraan dalam Undang-Undang Dasar. 

Karena Pasal 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1949 menentukan bahwa 

kewarganegaraan Republik Indonesia Serikat diatur dengan Undang-Undang. 

Menyadari pula, bahwa adalah tidak mungkin membuat Undang-Undang dalam 

waktu yang singkat, maka pasal 194 Undang-Undang Dasar 1949 menentukan, 

bahwa sambil menunggu Undang-Undang sebagai yang dimaksud oleh pasal 5 

tersebut, maka yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat 

adalah orang-orang yang menurut persetujuan Prihal Pembagian Warga Negara 

antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda, mempunyai kewarganegaraan 

Indonesia. 

Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara tersebut adalah sebagian 

dari hasil Konperensi Meja Bundar antara Kerajaan Belanda dan Republik 

Indonesia Serikat. Ada 3 (tiga) hal yang penting dalam persetujuan tersebut , 

antara lain : 
22

 

                                       
22  Nurul Khoiriyah, Kewarganegaraan ; Buku Pegangan Pelajar dan Mahasiswa, 2009, 

Jakarta : Media Utama Pressindo,  hlm .46. 
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1) Orang Belanda yang tetap memegang teguh kewarganegaraan 

Belanda. Tetapi terhadap turunannya yang lahir atau bertempat 

tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan sebelum 

tanggal 27 Desember 1949, dalam waktu dua tahun setelah 

penyerahan kedaulatan dapat menyatakan memilih 

kewarganegaraan Indonesia. Di sini keturunan Belanda itu diberi 

kesempatan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia, dan ini 

dinamakan hak opsi (hak untuk memilih kewarganegaraan). Dan 

pemilihan kewarganegaraan di sini disebut tindakan aktif, sebagai 

lawan dari tindakan pasif dalam hak repudiasi. 

2) Orang-orang yang tergolong sebagai kawuianegara Belanda dari 

golongan Indonesia aseli, yang berada di Indonesia memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia, kecuali mereka yang bertempat 

tinggal di Suriname atau Antillen Belanda dan dilahirkan di 

wilayah Kerajaan Belanda, yang kemudian juga dapat memilih 

kewarganegaraan Indonesia. 

3) Orang-orang (yang menganut sistim hukum Hindia Belanda dulu 

termasuk golongan Timur Asing) - Kawulanegara Belanda 

keturunan asing yang bukan berstatus orang Belanda, yaitu dikenal 

dengan golongan Arab dan Cina, maka terhadap mereka terdapat 

dua kemungkinan yaitu jika bertempat tinggal di Belanda, mereka 

tetap berkewarganega-raan Belanda. Mereka yang dinyatakan 

sebagai warga negara Indonesia, dapat menyatakan penolakannya 

dalam waktu dua tahun. 

 

Berdasarkan hal tersebut untuk menentukan siapa yang menjadi warga 

negara Indonesia pada prinsipnya menganut azas ius soli, karena bagi mereka 

yang merupakan orang Indonesia asli, baik keturunan Arab, Cina dan keturunan 

Belanda yang menjadi Warga Negara Indonesia yang pertama kali ditentukan 

adalah bahwa mereka lahir atau telah bertempat tinggal untuk waktu tertentu di 

Indonesia. Apabila diperhatikan isi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1946 dan Persetujuan Prihal Pembagian Warga Negara ternyata terdapat 

ketidaktegasan dari dalam peranakan Belanda Arab dan Cina, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 telah menjadi Warga Negara Indonesia 

dengan tidak mengajukan penolakan seperti diharuskan, oleh ketentuan undang-

undang tersebut mereka belum dianggap sebagai Warga Negara Indonesia 

sampai mereka mengadakan pilihan.
 23

 

                                       
23  Nurul Khoiriyah, Kewarganegaraan ; Buku Pegangan Pelajar dan Mahasiswa, 2009, 

Jakarta : Media Utama Pressindo,  hlm .46. 
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Ketidak tegasan tersebut hanya berjalan selama kurang lebih enam bulan 

dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Dasar 1950 yang pada prinsipnya 

sama dengan 2 (dua) Undang-Undang Dasar sebelumnya yang menyadari akan 

lebih baik masalah kewarganegaraan ini diatur dengan undang-undang saja. 

Karena itu dalam Pasal 5 ayat (l) ditentukan bahwa kewarganegaraan Repbulik 

Indonesia diatur dengan undang-undang. Sementara itu badan legislatif 

menyusun undang-undang dimaksud, dalam ketentuan peralihan Pasal 144 

ditentukan, bahwa yang dimaksud Warga Negara Republik Indonesia ialah 

mereka yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan 

Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara, sudah menjadi Warga Negara 

Indonesia. Walaupun oleh Persetujuan Prihal Pembagian Warga Negara telah 

diberikan kesempatan khususnya kepada golongan Cina untuk memilih warga 

negara Indonesia, tidaklah berarti kemudian mereka telah sepenuhnya 

berkewarganegaraan Indonesia, karena Undang-Undang kewarganegaraan 

Republik Rakyat Cina pada waktu itu menganut azas ius sanguinis. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 3 tahun 

1946 maupun Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara menganut azas ius 

soli. Menurut ketentuan tersebut bahwa apabila terjadi dua azas yang 

bertentangan ini akan menimbulkan bipatride (dwi kewarganegaraan).  

Pada saat itu memang banyak terjadi dwi kewarganegaraan atas golongan 

Cina. Berdasarkan hal tersebut, satu-satunya usaha untuk memperoleh 

pemecahan adalah mengadakan perjanjian antara negara yang bersangkutan. 

Selanjutnya untuk menyelsaikan hal tersebut kemudian ditandai-tangani 

perjanjian Sonario-Chou pada tanggal 22 April 1955. Dalam perjanjian itu 

ditentukan bahwa kepada semua orang Cina diwajibkan untuk melakukan 

pilihan dengan tegas dan secara tertulis, apakah akan tetap menjadi warga negara 

Republik Indonesia. Kesempatan untuk memilih itu dalam waktu 2 (dua) tahun 

setelah perjanjian itu berlaku. 
24

 

Perjanjian ini kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang Nomor  2 

Tahun 1958. Oleh Pemerintah Orde Baru perjanjian ini kemudian dicabut 

                                       
24  Ibid,  hlm .46. 
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dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tanggal 10 April 1969. Dalam 

ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang tersebut ditentukan 

bahwa bagi mereka yang menurut perjanjian dwi kewarganegaraan tersebut telah 

menjadi warga negara Indonesia, tetap menjadi warga negara Indonesia, dan 

demikian pula dengan anak-anaknya yang telah dewasa, dan selanjutnya mereka 

tunduk kepada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Undang-Undang Nomor 

62 Tahun 1958 tentang ’’Kewarganegaraan Republik Indonesia” yang 

diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958, sebagai pelaksanaan dari Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1950, legislatif kemudian mampu untuk 

menyusun suatu Undang-Undang tentang kewarganegaraan.
 25

 

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan 

Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara yang menganut azas ius soli 

dalam menentukan kewarganegaraan, maka Undang-Undang Nomor  62 Tahun 

1958 menitik beratkan pada azas ius sanguinis, walaupun dalam hal-hal tertentu 

masih memakai azas ius soli. Dasar pertimbangan dipergunakannya azas ius 

sanguinis ebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 

tersebut yang menyebutkan bahwa ’’keturunan dipakai sebagai suatu dasar 

adalah lazim. Sudah sewajarnya suatu negara menganggap seorang anak sebagai 

warga negaranya di mana pun ia dilahirkan, apabila orang tua anak itu warga 

negara dari negara itu.” Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 huruf b, c, d 

dan e, yang kesemuanya menentukan, bahwa seseorang anak adalah warga 

negara Indonesia karena kedua orang tuanya atau salah seorang dari orang 

tuanya berkewarganegaraan Indonesia. 

Dengan demikian bahwa azas ius soli dipakai sebagai dasar untuk 

menentukan kewarganegaraan oleh Undang-Undang tersebut adalah sebagai 

pengecualian, karena azas ini hanya khusus untuk mereka atau anak-anak yang 

lahir di wilayah Indonesia yang baik kedua orang tuanya tidak diketahui, atau 

orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau mungkin belum mendapat 

kewarganegaraan dari negara orang tuanya, hal ini diatur dalam pasal 1 huruf f, 

g, h dan i. Di muka telah dijelaskan bahwa untuk mencegah timbulnya bipatride 

                                       
25  Ibid,  hlm .46. 
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maka dalam Undang-Undang tentang kewarganegaraan harus diatur sedemikian 

rupa sehingga tidak memungkinkan timbulnya bipatride. Dan kalau diperhatikan 

Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 maka jelas, bahwa Undang-Undang ini 

juga ber-usaa untuk mencegah timbulnya bipatride, umpamanya bagi orang 

asing yang ingin menjadi warganegara dengan jalan naturalisasi, disyaratkan 

bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, orang tersebut tidak 

akan menjadi bipatride, artinya dia benar-benar harus melepaskan 

kewargenegaraan asalnya, atau bagi seorang anak yang lahir dari perkawinan 

seorang ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dengan orang asing, yang 

kemudian bercerai, atau dilahirkan di luar perkawinan di mana ibunya warga 

negara Indonesia, mengikuti kewarganegaraan ayahnya, setelah berusia 

delapanbelas tahun dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara 

Indonesia dengan syarat bahwa setelah menjadi warga negara Indonesia, yang 

bersangkutan tidak mempunyai kewarganegaraan negara lain, dan sebagainya. 

Demikian pula Undang-Undang tersebut juga berusaha untuk 

mencegah timbulnya apatride. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Bahwa pada 

umumnya seorang anak mengikuti kewarganegaraan bapaknya. 

Dalam hal antara anak dan bapaknya tidak ada hubungan, maka si 

anak mengikuti kewarganegaraan ibunya. Agar jangan sampai 

terjadi tanpa kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di 

Indonesia sedangkan orang tuanya tidak diketahui atau orang 

tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan, maka oleh Undang-

Undang tersebut dinyatakan bahwa mereka adalah warga negara 

Indonesia. Dan salah satu kegunaan dipakai azas ius soli adalah 

untuk mencegah apatride. Begitu pula bagi perempuan warganega-

ra Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing, baru 

dapat meninggalkan kewarganegaraan Indonesianya apabila jelas 

bahwa negara asal suaminya memungkinkan bagi dia untuk 

mendapatkan kewarganegaraan. Kalau tidak demikian, maka 

kemungkinan perempuan Indonesia tadi akan menjadi apatride, 

sebab dia telah terlanjur meninggalkan kewarganegaraan 

Indonesia, sementara itu negara asal suaminya tidak 

memungkinkan bagi dia memperoleh kewarganegaraan.
26

 

 

Dengan kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 5 

Juli 1959 oleh Dekrit Presiden, maka Undang-Undang Nomor  62 Tahun 1958 

                                       
26 Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Jakarta, 

PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm 32 
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ini tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 

1945. Karena Undang-Undang tersebut adalah dalam rangka melaksanakan 

Undang-Undang Dasar 1950 yang sistim pemerintahannya parlementer, maka 

untuk berlaku di bawah Undang-Undang Dasar 1945 hal-hal yang menjadi ciri 

dari keparlementeran tersebut harus disesuaikan dengan sistim pemerintahan 

presidensiil yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, bahwa 

Menteri Kehakiman yang berwenang untuk memutuskan suatu permohonan 

naturalisasi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Menteri. Dalam Undang-

Undang Dasar 1945 eksekutif hanyalah Presiden dan Menteri-menteri adalah 

Pembantu Presiden, dan tidak dikenal adalah istilah Dewan Menteri. Karena itu 

pasal yang menyebutkan demikian harus dibaca bahwa naturalisasi diputuskan 

oleh Presiden dan Menteri Kehakiman bertindak atas nama Presiden. 

Naturalisasi (pewarganegaraan) adalah suatu cara untuk mem-pero 

leh kewarganegaraan Indonesia. Adalah sudah sewajarnya dibuka 

kemungkinan bagi orang asing yang sungguh-sungguh ingin 

menjadi warga negara Indonesia, namun tentu saja kepentingan 

Negara dan Bangsa Indonesia juga harus diperhatikan, dan 

karenanya dalam setiap Undang-Undang dapat dilihat bahwa 

pewar-genegaraan ini adalah kebijaksanaan eksekutif, demikian 

pendapat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Tetapi tidak 

demikian halnya dengan pendapat pembuat Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1946 yang beranggapan bahwa pewarganegaraan 

tidak hanya merupakan tindakan eksekutif saja tetapi harus a ada 

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah 

pewarganegaraan itu hanya merupakan tindakan eksekutif saja, 

ataukah harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 

kedua-duanya bertujuan agar pewarganegaraan ini benar-benar 

menjadi pertimbangan yang cermat dan teliti, sehingga kelak 

kepentingan Negara dan Bansa Indonesia tidak dirugikan.
 27

 

 

Naturalisasi dalam praktek dapat dibagi dua, yaitu pertama karena yang 

bersangkutan mengajukan permohonan, dan yang kedua dap&t diberikan dengan 

alasan kepentingan Negara atau telah berjasa untuk Negara. Pada naturalisasi 

cara pertama, seperti telah dijelaskan di muka, bahwa menurut Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 1946 naturalisasi itu diperoleh dengan berlakunya Undang-

Undang yang memberikan naturalisasi itu (pasal 5 ayat (1)). Ini berarti bahwa 

                                       
27  Ibid,  hlm .18 
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setiap kali ada naturalisasi harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak keberatan dengan 

permohonan itu, maka harus dinyatakan dalam Undang-Undang. Tidak jelas apa 

yangmenyebabkan pembuat Undang-Undang tersebut berpendapat demikian.  

Sebaliknya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyatakan bahwa 

naturalisasi ini semata-mata tindakan dari eksekutif. Dan karena merupakan 

kebijaksanaan pemerintah, maka tidak perlu diminta persetujuan dari Dewan 

Perwakilan Rakyat, namun Menteri Kehakiman tidak dapat memutuskan tanpa 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Menteri. Sedangkan 

naturalisasi macam yang kedua, baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 

maupun Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. sama-sama mengatur bahwa 

kewarganegaraan yang diberikan dengan alasan kepentingan atau berjasa untuk 

negara harus diminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. 

Persetujuan tersebut pada akhirnya harus dalam bentuk Undang-Undang. Bahwa 

hai itu harus demikian dapat dimengerti, karena seharusnyalah wakil-wakil 

rakyat mengetahui sejauh manakah kepentingan Negara tersangkut, sehingga 

seorang asing dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia, atau sejauh manakah 

jasa dan orang yang bersangkutan untuk negara Indonesia. 

Di samping suatu Undang-Undang tentang kewarganegaraan mengatur 

siapa yang disebut warga negara Indonesia, dan cara bagaimanakah memperoleh 

kewarganegaraan Indonesia, maka tentu diatur pula hal-hal yang menyebabkan 

warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya. Umpamanya karena 

mendapat kewarganegaraan Negara lain, atau menjadi pegawai atau tentara 

negara lain tanpa izin dari Presiden, atau karena perkawinan bagi seorang 

perempuan warga negara Indonesia dengan laki-laki warganegara lain, dan 

sebagainya. Walaupun Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut adalah 

produk pemerintahan di bawah Undang-Undang Dasar 1950 yang berlaku terus 

di bawah Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Aturan Peralihan pasal II, 

namun Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat belum melihat untuk 

membuat atau merobah Undang-Undang tersebut sampai sekarang.
 28

 

                                       
28  Ibid,  hlm .18 
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2.3   Keimigrasian   

2.3.1    Pengertian Keimigrasian   

Dalam konteks hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara (state 

souvereignty) merupakan salah satu prinsip penting di dalam hukum 

internasional. Prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa suatu negara 

memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (teritorial) serta hak-hak yang kemudian 

timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti 

bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak 

teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan.
29

 

Setiap Negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk 

memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketentraman bagi 

setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Hal inilah 

yang mendasari perlunya Negara mengatur masalah keimigrasian sebagai bagian 

dari pengimplementasi tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat 

Indonesia, adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa Indonesia, 

keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungan dengan 

dunia internasional sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat 

Pembukaan UUD 1945.  

 Imigrasi berasal dari Bahasa Latin “migrati” yang artinya perpindahan 

orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada 

istilah emigratio yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari 

suatu wilayah atau negara ke luar menuju atau negara lain. Sebaliknya, istilah 

immigratio dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari 

suatu negara untuk masuk kedalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan 

imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar 

negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang 

pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa Emigrasi, 

namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut 

Imigrasi.
30

 Migrasi penduduk terbagi menjadi dua jenis. Pertama, migrasi 

                                       
29 M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi : Dalam United Nation Convention Against 

Transnasional Organized Crime, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI 2007, hlm.33 
30 Ibid hlm. 14-15. 
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internasional yaitu perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara. 

Kedua migrasi intern yaitu migrasi yang terjadi dalam batas wilayah suatu 

negara. Migrasi Internasional yaitu perpindahan penduduk atau migrasi yang 

melintasi negaranya atau dari suatu negara ke negara lainnya. Problem migrasi 

Internasional pada masa sekarang ini telah menjadi persoalan setiap negara, baik 

negara asal, negara tujuan maupun negara transit.
31

 

Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memberikan 

segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya 

serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, 

penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat dalam 

rangka pengawasan keimigrasian.
32

 Untuk menguraikan sistem hukum 

pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di 

Indonesia dipergunakan teori Lawrence M. Friedman, yang mengatakan bahwa 

sistem hukum terdiri dari materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
33

   

Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing dapat dilakukan melalui 2 

(dua) pendekatan yakni : 
34

 

a) Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) artinya orang asing   

yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah 

Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

b) Pendekatan sekuriti atau pendekatan keamanan (security approach) 

artinya mengizinkan atau memberikan perizinan keimigrasian hanyalah 

terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan 

ketertiban    umum.  

Keimigrasian memiliki kebijakan untuk menolak dan mengizinkan 

Warga Negara Asing (WNA) masuk wilayah Indonesia, hal ini dapat 

dipengaruhi beberapa hal seperti dokumen perjalanan yang tidak lengkap dan 

                                       
31 Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta : Sinar Grafika,2012. hlm..55-57 
32 Pasal 71 Undang Undang Keimigrasian 
33 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial The Legal System ; A 

Social Science Perspectiv, Bandung : Nusa Media 2009,  hlm. 6-9 
34

 Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan 

Negara di Bidang Keimigrasian, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), hlm. 8 
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lain sebagainya. Salah satu hal yang harus dipenuhi seorang WNA untuk 

mengunjungi suatu negara adalah visa.  Visa adalah izin tertulis yang diberikan 

oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di 

tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang 

memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke 

wilayah Indonesia. 

 

2.3.2   Tugas dan Kewenangan Keimigrasian  

Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang 

diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia 

menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, 

antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan 

Transnasional yang Terorganisasi, 2000, atau United Nations Convention 

Against Transnational Organized Crime, 2000, yang telah diratifikasi dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang 

menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena 

konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan 

melaksanakan konvensi tersebut. Di pihak lain, pengawasan terhadap Orang 

Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan 

internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang,  

Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkotika yang banyak 

dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para pelaku 

kejahatan tersebut ternyata tidak dapatdipidana berdasarkan Undang-Undang 

Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak 

mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan 

internasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk 

Wilayah Indonesia secara tidak sah. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak 

hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka beradadi 

Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup 

penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak 

pidana Keimigrasian.  
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Oleh karena itu, perlu pula diatur PPNS Keimigrasian yang menjalankan 

tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak 

pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal 

dan hukum materiilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya 

pidana minimum khusus. Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas 

dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai 

jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang 

pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan 

kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan 

terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan 

warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan 

memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan 

perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari 

orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi.  

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia 

sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi 

masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di 

Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang 

Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan 

usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.  

Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) yang menjunjung tinggi 

nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah 

Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di 

Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di 

Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi 

kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaatserta tidak 

membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan 

berada di Wilayah Indonesia. Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip 

bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah 

Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu 

warga negara Indonesia dapat dicegahkeluar dari Wilayah Indonesia. Warga 
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negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakanPenangkalan karena hal itu tidak 

sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa 

seorang warga negara tidak Boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri. 

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Direktorat Jenderal Imigrasi dimpimpin oleh seorang Direktur Jenderal. 

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi : 

a) Perumusan kebijakan di bidang imigrasi; 

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi; 

c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang imigrasi; 

d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi ; dan 

e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. 

 

2.4   Ijin Tinggal  

2.4.1   Pengertian Ijin Tinggal dan Bentuk-Bentuknya   

Dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan, bahwa setiap orang 

asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.Izin 

tinggal adalah izin yang di berikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi 

atau Pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakanperubahan dari 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Pada ketentuan Pasal 48 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal diIndonesia, 

diantaranya sebagai berikut :  

1)  Izin Tinggal diplomatik. Diberikan kepada orang asing yang 

masukWilayah Indonesia dengan Visa diplomatik dan 

perpanjangannyadiberikan oleh Menteri Luar Negeri.  

2) Izin Tinggal dinas Diberikan kepada orang asing yang masukWilayah 

Indonesia dengan Visa dinas dan perpanjangannyadiberikan oleh Menteri 

Luar Negeri.  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


28 

 

 

3) Izin Tinggal kunjungan Diberikan kepada orang asing yang 

masukWilayah Indonesia dengan Visa kunjungan, Anak yang baru 

lahirdi Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau 

ibunyapemegang izin tinggal kunjungan. Izin tinggal kunjungan 

berakhirkarena pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke 

negaraasalnya, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi, 

ataumeninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal kunjungan 

bagipemegang. Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapakali 

perjalanan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) harisejak 

tanggal diberikannya tanda masuk.  

4) Izin Tinggal terbatas Diberikan kepada orang asing yang masukWilayah 

Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau orang asingyang diberikan 

alih status yang meliputi orang asing dalam rangkapenanaman modal, 

bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugassebagai rohaniawan. Izin 

tinggal terbatas berakhir karenapemegang izin tinggal terbatas, kembali 

ke negara asalnya dantidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, 

izinnya telahhabis masa berlaku, dikenai deportasi dan meninggal dunia. 

Masaberlaku izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 

2(dua) tahun dan dapat diperpanjang.  

5) Izin Tinggal Tetap Diberikan kepada orang asing pemegang IzinTinggal 

terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjutusia, keluarga 

karena perkawinan campuran, orang asing dan warganegara Indonesia 

dan anak berkewarganegaraan gandaRepublik Indonesia.  Izin Tinggal 

Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap Meninggalkan 

Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahunatau tidak bermaksud masuk 

lagi ke Wilayah Indonesia, tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal 

Tetap setelah 5 (lima) tahun, memperoleh kewarganegaraan Republik 

Indonesia, deportasi, dan meninggal dunia.  

Keimigrasian secara umum di ambil dari istilah imigrasi yang 

berkembang di Indonesia merupakan penyerapan istilah dari bahasa belanda 

Immigratie yang telah digunakan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. 

Bahasa Belanda Immigratie tersebut dari bahasa latin dengan kata dasar 
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“migratio” yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju 

tempat atau negara lain. Sebaliknya, istilah immigration dalam bahasa Latin 

mempunyai arti perpindahanpenduduk dari suatu Negara untuk masuk ke dalam 

Negara lain.
35

 

Yang di maksudkan dengan orang dalam ketentuan tersebut tidak saja 

berlaku terhadap orang Indonesia atau warga negara Indonesia tapi berlaku juga 

terhadap orang asing atau warga negara asing. Selanjutnya jika dilihat dari 

sistem hukum keimigrasian pada dasar nya merupakan sebagian kebijakan organ 

administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi 

negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang di lakukan Negara dalam 

keadaan bergerak (staat in beweging) fungsi dan kewenangan keimigrasian di 

Indonesia dilaksanakaan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang 

secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari 

system hukum keimigrasian yang dapat dijalankan oleh pemerintah 

secaraoperasional dituangkan dalam trifungsi imigrasi yaitu, Pertama, fungsi 

pelayanan masyarakat, Kedua, penegakan hukum, Ketiga, fungsi keamanaan.
36

 

 

2.4.2 Batas Waktu Izin Tinggal (Overstay) 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian : 

Pasal 3 menyebutkan : “Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia harus 

memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, 

kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki Dokumen 

Perjalanan yang sah dan masih berlaku,dan tidak termasuk dalam daftar 

Penangkalan”. Pasal 4 menjelaskan lebih lanjut : “Bagi orang asing yang 

dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa,selain harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki Dokumen 

Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk 

                                       
35 Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Lintas Sejarah 

Imigrasi Indonesia, hal.11 
36 Bagir Manan, Hukum Keimigrasian dalam Hukum Nasional, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2000, hal.22 
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dalamdaftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke 

negara lain”.  

Prosedur pengawasan keimigrasian ialah proses pengamatan dari pada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua 

pkerjaan yang sedang di lakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di 

tentukan sebelumnya.
37

Kegiatan pengawasan orang asing telah di mulai sejak 

awal dimana orang asing tersebut melakukan permohonan visa yakni pada 

perwakilan RI diluar negeri, dimana visa yang di mohon ialah sesuai dengan 

tujuan dan maksud kedatangannya di Indonesia akan tetapi kasus-kasus yang 

banyak terjadi di Indonesia ialah penyalahgunaan izin tinggal dimana awalnya 

tujuan orang WNA tersebut ialah wisata ternyata disalahgunakan dengan 

bekerja. Selanjutnya pengawasan di lakukanpada tempat pemeriksaan imigrasi 

atau tempat lain yang disahkan oleh pemerintah Indonesia. Stelah memproses 

izin masuk maka selanjut nya pengawasan di lakukan oleh kantor imigrasi yang 

wilayah kerja nya meliputi kediamaan orang asing tersebut. Maka yang di 

maksud dengan pengawasan orang asing ialah keseluruhan rangkaian dari 

kegiatan yang di tunjukan untuk mengawasi apakah keluar-masuknya serta 

keberadaan orang asing telah atau tidak sesuai dengan ketentuan imigrasi yang 

berlaku. Terdapat dua metode dalam melakukan pengawasan antara lain : 
38

 

1) Pengawas administrasi 

Pengawasan ini dapat dilakukan dengan yakni :  

a) Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk dan keluar 

wilayah Indonesia.  

b) Pendaftara orang asing yang berada di wilayah Indonesia.  

c) Penyusunan daftarn nama-nama WNI dan WNA yang tidak di kehendaki 

masuk dan keluar wilayah Indonesia (Daftar Cekal).  

2) Pengawasan lapangan  

Pengawasan lapangan dibagi menjadi dua yakni :  

 

                                       
37 Sihombing Sihar, Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia, Nuansa Aulia 

Bandung, 2003. hal 41-42 
38  Siagian, P. Sondang, Filsafat Administrasi, Jakarta. 1990, Hal.19 
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a) Pengawasan lapangan besifat tertutup  

Pengawasan ini di lakukan oleh pejabat atau petugas imigrasi dalam 

rangka mencari dan menemukan pelaku pelanggar peraturan 

keimigrasian dimana pejabat imigrasi melakukan operasi di tempat yang 

menurut informasi ialah adanya sejumlah orang asing yang dicurigai 

telah melanggar peraturan keimigrasian. Pengawasn ini dapatdilakukan 

setelah mendapat surat perintah dari kepala kantor imigrasi, dan biasanya 

pejabat atau petugas imigrasi dalam operasinya tidak menggunakan 

pakaian dinas.  

b) Pengawasan lapangan yang bersifat terbuka  

Ketentuan dari pengawasan ini ialah sama dengan pengawasan lapangan 

yang bersifat tertutup diatas, hanya saja pejabat imigrasi dalam 

melancarkan misi operasinya menggunakan pakaian dinas atau 

menunjukan identitas asli dirinya.  

Setelah dilakukan pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan ternyata 

terdapat berbagai masalah ditemukan :  

1. Keberadan orang asing tanpa menggunakan dokumen keimigrasian.  

2. Penyalahgunaan izin keimigrasian.  

3. Overstay atau batasan waktu yang telah diberikan.  

Dalam rangka mewujutkan prinsip selective policy diperlukan 

pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya 

pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia termasuk 

kegiatannya. Berdasarkan dari pengertian dan fungsi yang melekat pada 

kewenangan keimigrasian, pada dasarnya keberadaan orang asing di Indonesia 

telah melalui proses pengawasan baik sebelum maupun sesudah berada di 

Indonesia. Sebelum orang asing memasuki wilayah Negara Indonesia 

pengwasan terhadap orang asing sudah dilakukan ketika orang asing tersebut 

mengajukan permohonan visa di Perwakilan Republik Indonesia (RI) diluar 

negeri. 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


50 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Akibat hukum terhadap warga negara asing yang melampaui izin tinggal di 

Indonesia bahwa jika orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir 

masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 

(enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika tidak membayar maka 

akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan 

penangkalan. Dalam hal terjadi tindak pidana penyalahgunaan izin 

keimigrasian, maka  berdasarkan data yang diperoleh dari kantor imigrasi 

ditindaklanjuti secara pro justitia. 

2. Faktor utama terjadinya pelanggaran Kitas daluarsa atau (Overstay) adalah 

karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi perlu 

ditingkatkan sehingga pelanggaran tersebut terjadi karena pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak kantor Imigrasi hanyalah pemeriksaan dokumen-

dokumen atau Visa terhadap orang asing dan orang asing yang melakukan 

pelanggaran pelanggaran pelanggaran Kitas daluarsa (Overstay) adalah tidak 

mengingat jangka waktu yang diberikan oleh pihak Kantor Imigrasi sehingga 

merupakan kelalaian oleh orang asing. Agar Indonesia tetap aman dan tente-

ram diperlukan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, berupa 

pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan 

keluar dari wilayah Indonesia 

 

4.2 Saran 

 Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan 

kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

 

50 
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1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 masih belum bisa di bilang efektif 

dikarenakan masih banyaknya kekurangan yang di alami oleh Kantor 

Imigrasi seperti halnya minimnya dana dan prasarana yang di miliki oleh 

Kantor Imigrasi doi beberapa wilayah Indonesia, di tambah luasnya Wilayah 

kerja Imigrasi sehingga banyak terjadi adanya pelanggaran KITAS (Kartu 

Izin Tinggal Sementara) daluarsa (Overstay) yang sering terjadi di wilayah 

kerja Imigrasi Kelas I Balikpapan. Selain itu juga Warga Negara Asing 

belum sepenuhnya mengetahui pentingnya Undang-undang Nomor 6 tahun 

2011 Tentang Keimigrasian terhadap mereka, dengan semakin banyaknya 

Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah kerja Balikpapan maka tidak 

menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran terutama pelanggaran 

Izin Tinggal.  

2. Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi beserta 

jajarannya dilakukan dengan tindakan admnistratif keimigrasian dan 

pengawasan lapang sehingga proses pegawasan yang dilakukan oleh imigrasi 

tidak hanya orang asing keluar atau masuk wilayah Indonesia, tetapi juga 

pada saat berada di wilayah Indonesia. Selain itu, pengawasan imigrasi tidak 

terbatas pada tindakan adminsitratif saja, tetapi juga dalam hal tindakan 

penyidikan keimigrasian. Radikalisme merupakan kejahatan yang 

mengancam keamanan negara sehingga diklasifikasikan sebagai tindak 

pidana. Fungsi pengawasan keimigrasian untuk menghadapi potensi 

radikalisme dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama, 

koordinasi, dan partisipasi yang aktif antara Keimigrasian, Kepolisian 

Republik Indonesia, BNPT dan juga masyarakat. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2011 

TENTANG 

KEIMIGRASIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari 

perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas 

Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban 

kehidupan berbangsa dan bernegara menuju 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong 

meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang 

menimbulkan berbagai dampak, baik yang 

menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan 

dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, 

sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan 

yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan 

penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi 

manusia; 

c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk 

memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan 

pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang 

Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti 

dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif 

serta mampu menjawab tantangan yang ada; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian; 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

Dengan . . . 
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Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang 

masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta 

pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya 

kedaulatan negara. 

2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah 

Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan 

berdasarkan undang-undang. 

3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan  

pemerintahan negara dalam memberikan  pelayanan 

Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, 

dan fasilitator pembangunan kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia. 

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 

6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana 

tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia di bidang Keimigrasian. 

7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui 

pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki 

keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki 

wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab berdasarkan Undang-Undang ini. 

8. Penyidik . . . 
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8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang 

selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian 

adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana Keimigrasian. 

9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara 

Indonesia. 

10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah 

sistem teknologi informasi dan komunikasi yang 

digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan 

menyajikan informasi guna mendukung operasional, 

manajemen, dan pengambilan keputusan dalam 

melaksanakan Fungsi Keimigrasian. 

11. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang 

menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah 

kabupaten, kota, atau kecamatan. 

12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat 

pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos 

lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk 

dan keluar Wilayah Indonesia. 

13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu 

negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi 

internasional lainnya untuk melakukan perjalanan 

antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. 

14. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan 

Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang 

dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas 

luar negeri. 

15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah 

Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan 

Laksana Paspor Republik Indonesia. 

16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara 

Indonesia untuk  melakukan perjalanan antarnegara 

yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 

17. Surat . . . 
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17. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia 

yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana 

Paspor adalah dokumen  pengganti paspor yang 

diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku 

selama  jangka waktu tertentu. 

18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh 

pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik 

Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia yang memuat 

persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan 

perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar 

untuk pemberian Izin Tinggal. 

19. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang 

dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara 

Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun 

elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi 

sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk 

Wilayah Indonesia. 

20. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang 

dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara 

Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun 

elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi 

sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar 

Wilayah Indonesia. 

21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang 

Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar 

negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. 

22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing 

kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah 

satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap. 

23. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada 

Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan 

menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk 

Indonesia. 

24. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang 

diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing 

pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap 

untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.  

25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau 

kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan 

hukum maupun bukan badan hukum.  

26. Penjamin . . . 
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26. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang 

bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan 

Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia. 

27. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau 

sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik 

untuk mengangkut orang maupun barang. 

28. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap 

orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia 

berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain 

yang ditentukan oleh undang-undang. 

29. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing 

untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan 

Keimigrasian. 

30. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan 

Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam 

rangka proses penyajian informasi melalui analisis 

guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian 

yang dihadapi atau yang akan dihadapi. 

31. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi 

administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi 

terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. 

32. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang 

bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau 

untuk orang lain yang membawa seseorang atau 

kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun 

tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain 

untuk membawa seseorang atau kelompok orang, 

baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, 

yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki 

Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia 

dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang 

tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah 

tersebut secara sah, baik dengan menggunakan 

dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa 

menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui 

pemeriksaan imigrasi maupun tidak. 

33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis 

yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai 

tempat penampungan sementara bagi Orang Asing 

yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. 

34. Ruang . . . 
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34. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan 

sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan 

Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat 

Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. 

35. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi 

Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah 

mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat 

Imigrasi. 

36. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan 

Orang Asing dari Wilayah Indonesia. 

37. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, 

pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, 

atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. 

38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas 

alat angkut, kecuali  awak alat angkut. 

39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan 

Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia. 

 

Pasal 2 

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan 

perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia. 

  

BAB II 

PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, 

Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian. 

(2) Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri. 

(3)  Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan 

Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi 

yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos 

lintas batas. 

 

Pasal 4 . . . 
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Pasal 4 

(1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat 

dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau 

kecamatan. 

(2) Di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat 

dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 

(3) Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Menteri. 

(4) Selain Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat  dibentuk Rumah Detensi Imigrasi di 

ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. 

(5) Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi 

merupakan unit pelaksana teknis yang berada di 

bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. 

 

Pasal 5 

Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik 

Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan 

oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri 

yang ditunjuk. 

 

Pasal 6 

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di 

bidang Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan 

badan atau organisasi internasional berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian 

 

Pasal 7 

(1) Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan 

mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian 

sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di 

dalam atau di luar Wilayah Indonesia. 

(2) Sistem . . . 
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(2) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat 

diakses oleh instansi dan/atau lembaga 

pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

BAB III 

MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 8 

(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah 

Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang 

sah dan masih berlaku. 

(2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia 

wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, 

kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang 

ini dan perjanjian internasional. 

 

Pasal 9 

(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah 

Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan 

oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.  

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau 

identitas diri yang sah. 

(3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan 

Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri 

seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk 

melakukan penggeledahan terhadap badan dan 

barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses 

penyelidikan Keimigrasian.  

 

 Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua 

Masuk Wilayah Indonesia 

 

Pasal 10 

Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat 

masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda 

Masuk. 

 

Pasal 11 

(1) Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat 

memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat 

kepada Orang Asing. 

(2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka 

waktu tertentu. 

 

Pasal 12 

Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di 

daerah tertentu di Wilayah Indonesia. 

 

Pasal 13 

(1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah 

Indonesia dalam hal orang asing tersebut: 

a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; 

b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan 

berlaku;  

c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;  

d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari 

kewajiban memiliki Visa; 

e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam 

memperoleh Visa; 

f. menderita penyakit menular yang membahayakan 

kesehatan umum; 

g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana 

transnasional yang terorganisasi; 

h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk 

ditangkap dari suatu negara asing; 

 
i. terlibat . . . 
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i.  terlibat dalam kegiatan makar terhadap 

Pemerintah Republik Indonesia; atau  

j.  termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan 

prostitusi, perdagangan orang, dan 

penyelundupan manusia. 

(2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam 

pengawasan sementara menunggu proses 

pemulangan yang bersangkutan. 

 

Pasal 14 

(1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak 

masuk Wilayah Indonesia. 

(2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen 

Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau 

status kewarganegaraannya, yang bersangkutan 

harus memberikan bukti lain yang sah dan 

meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang 

bersangkutan adalah warga negara Indonesia. 

(3) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat 

ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau 

Ruang Detensi Imigrasi. 

 

Bagian Ketiga 

Keluar Wilayah Indonesia 

 

Pasal 15 

Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah 

memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari 

Pejabat Imigrasi. 

 

Pasal 16 

(1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah 

Indonesia dalam hal orang tersebut: 

a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan 

masih berlaku;  

b. diperlukan . . . 
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b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan 

penyidikan atas permintaan pejabat yang 

berwenang; atau 

c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan. 

(2) Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang 

Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal 

Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di 

Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.   

 

Bagian Keempat 

Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut 

 

Pasal 17 

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau 

keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya 

wajib melalui Tempat  Pemeriksaan Imigrasi. 

(2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa 

penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah 

Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan 

penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 

(3) Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang 

tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan 

alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di 

Wilayah Indonesia. 

 

Pasal 18 

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar 

Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar 

Wilayah Indonesia diwajibkan untuk: 

a. sebelum kedatangan atau keberangkatan 

memberitahukan rencana kedatangan atau 

rencana keberangkatan secara tertulis atau 

elektronik kepada Pejabat Imigrasi; 

b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar 

awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada 

Pejabat Imigrasi; 

c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera 

isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar 

Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang; 

d. melarang . . . 
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d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat 

angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan 

selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; 

e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat 

angkut yang telah mendapat penyelesaian 

Keimigrasian selama menunggu keberangkatan; 

f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada 

kesempatan pertama setiap Orang Asing yang 

tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan 

alat angkutnya;  

g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau 

dicurigai akan masuk ke Wilayah Indonesia secara 

tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya; 

dan 

h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai 

akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau 

awak alat angkutnya. 

(2) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib 

menggunakan sistem informasi pemrosesan 

pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja 

sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang 

melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. 

 

Pasal 19  

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut wajib memeriksa 

Dokumen Perjalanan dan/atau Visa setiap 

penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk 

Wilayah Indonesia. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sebelum penumpang naik ke alat 

angkutnya yang akan menuju Wilayah Indonesia. 

(3) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk 

mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki 

Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen 

Keimigrasian yang sah dan masih berlaku. 

(4) Jika . . . 
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(4) Jika  dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat 

Imigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Penanggung Jawab Alat 

Angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib 

membawa kembali penumpang tersebut keluar 

Wilayah Indonesia. 

 

Pasal 20 

Pejabat Imigrasi yang bertugas berwenang naik ke alat 

angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di bandar 

udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan 

pemeriksaan Keimigrasian. 

 

Pasal 21 

Dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau 

Pasal 18, Pejabat Imigrasi berwenang memerintahkan 

Penanggung Jawab Alat Angkut untuk menghentikan atau 

membawa alat angkutnya ke suatu tempat guna 

kepentingan pemeriksaan Keimigrasian. 

 

Bagian Kelima 

Area Imigrasi 

 

Pasal 22 

(1) Setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu 

area tertentu untuk melakukan pemeriksaan 

Keimigrasian yang disebut dengan area imigrasi. 

(2) Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya 

dapat dilalui oleh penumpang atau awak alat angkut 

yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau 

pejabat dan petugas yang berwenang. 

(3) Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama dengan 

penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos 

lintas batas menetapkan area imigrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(4) Penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos 

lintas batas dapat mengeluarkan tanda untuk 

memasuki area imigrasi setelah mendapat 

persetujuan kepala Kantor Imigrasi. 

Pasal 23 . . . 
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Pasal 23 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 

masuk dan keluar Wilayah Indonesia diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

BAB IV 

DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA 

 

Pasal 24 

(1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas: 

a. Paspor; dan 

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor. 

(2) Paspor terdiri atas: 

a. Paspor diplomatik;  

b. Paspor dinas; dan 

c. Paspor biasa. 

(3) Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas: 

a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga 

negara Indonesia;  

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang 

Asing; dan 

c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas 

batas;  

(4) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

dokumen negara. 

 

Pasal 25 

(1) Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara 

Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar 

Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau 

perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. 

(2) Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia 

yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah 

Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan 

dinas yang tidak bersifat diplomatik. 

(3) Paspor diplomatik dan Paspor dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh 

Menteri Luar Negeri. 

Pasal 26 . . . 
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Pasal 26 

(1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara 

Indonesia.  

(2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang 

ditunjuk. 

 

Pasal 27 

(1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara 

Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia 

dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat 

diberikan. 

(2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing 

dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai 

Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak 

mempunyai perwakilan di Indonesia.  

(3) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal: 

a. atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia 

sepanjang tidak terkena pencegahan; 

b. dikenai Deportasi; atau 

c. repatriasi. 

(4) Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh 

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.  

 

Pasal 28 

Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk 

orang perseorangan atau kolektif. 

 

Pasal 29 

(1) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas 

dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang 

berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik 

Indonesia dengan negara lain sesuai dengan 

perjanjian lintas batas. 

(2) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas 

diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang 

ditunjuk.  

 
Pasal 30 . . . 
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Pasal 30 

Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan 

memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik 

Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih 

berlaku.  

 

Pasal 31 

(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 

berwenang melakukan penarikan atau pencabutan 

Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan 

surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas 

yang telah dikeluarkan.  

(2) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk 

berwenang melakukan penarikan atau pencabutan 

Paspor diplomatik dan Paspor dinas. 

(3) Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: 

a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau 

melanggar peraturan perundang-undangan di 

Indonesia; atau  

b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan. 

 

Pasal 32 

(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, 

penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan 

blanko dan formulir: 

a. Paspor biasa;  

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan  

c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas 

batas.  

(2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 

menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan 

standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan, 

dan isi blanko sesuai dengan standar internasional 

serta formulir: 

a. Paspor biasa;  

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan 

c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas 

batas. 

(3) Pejabat . . . 
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(3) Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk 

berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, 

baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko 

dan formulir: 

a. Paspor biasa; 

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan 

c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas 

batas. 

 

Pasal 33 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan 

pemberian,  penarikan, pembatalan, pencabutan, 

penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi 

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

BAB V 

VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL 

 

Bagian Kesatu 

Visa 

 

Pasal 34 

Visa terdiri atas:  

a. Visa diplomatik; 

b. Visa dinas; 

c. Visa kunjungan; dan 

d. Visa tinggal terbatas. 

 

Pasal 35 

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang 

Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah 

Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat 

diplomatik. 

 

Pasal 36 . . . 
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Pasal 36 

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang 

Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan 

perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka 

melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik 

dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi 

internasional.  

 

Pasal 37 

Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan 

kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam 

pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri 

di Perwakilan Republik Indonesia. 

 

Pasal 38 

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan 

melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka 

kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial 

budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau 

singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.  

 

Pasal 39 

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing: 

a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, 

pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta 

Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga 

negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan 

ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam 

jangka waktu yang terbatas; atau 

b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, 

alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah 

perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, 

dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 

 

Pasal 40 

(1) Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas 

merupakan kewenangan Menteri. 

 

(2) Visa . . . 
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(2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di 

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.  

(3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada 

Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal 

terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri. 

(4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah 

memperoleh Keputusan Menteri.  

 

Pasal 41 

(1) Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang 

Asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

(2) Orang Asing yang dapat diberikan Visa kunjungan 

saat kedatangan adalah warga negara dari negara 

tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Menteri. 

(3) Pemberian Visa kunjungan saat kedatangan di 

Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi. 

 

Pasal 42 

Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon: 

a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;  

b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan 

masih berlaku;  

c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya 

dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia; 

d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk 

melanjutkan perjalanan ke negara lain;  

e. tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal 

atau tidak memiliki visa ke negara lain; 

f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal 

lain yang dapat membahayakan kesehatan atau 

ketertiban umum; 

g. terlibat tindak pidana transnasional yang 

terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau 

h. termasuk . . . 
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h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan 

prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan 

manusia. 

 

Pasal 43 

(1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan 

dari kewajiban memiliki Visa. 

(2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki 

Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  

a. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Presiden dengan 

memperhatikan asas timbal balik dan asas 

manfaat; 

b. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang 

memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku; 

c. nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang 

bertugas di alat angkut; 

d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli  asing di 

atas kapal laut atau alat apung yang datang 

langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi 

di perairan Nusantara, laut teritorial, landas 

kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia. 

 

Bagian Kedua 

Tanda Masuk 

 

Pasal 44 

(1) Orang Asing dapat masuk Wilayah Indonesia setelah 

mendapat Tanda Masuk. 

(2) Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di 

Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing 

yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah 

Indonesia. 

 

Pasal 45 . . . 
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Pasal 45 

(1) Tanda Masuk bagi Orang Asing pemegang Visa 

diplomatik atau Visa dinas yang melakukan 

kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai 

Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas. 

(2) Tanda Masuk bagi Orang Asing yang dibebaskan dari 

kewajiban memiliki Visa atau pemegang Visa 

kunjungan berlaku juga sebagai Izin Tinggal 

kunjungan. 

 

Pasal 46 

(1) Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa 

dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah 

Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib 

mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri 

atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin 

Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal dinas. 

(2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah 

mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan 

permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk 

memperoleh Izin Tinggal terbatas. 

(3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban 

tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap 

berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. 

 

Pasal 47 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 

permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta 

tata cara pemberian Tanda Masuk diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Ketiga 

Izin Tinggal 

 

Pasal 48 

(1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia 

wajib memiliki Izin Tinggal. 

(2) Izin . . . 
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(2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai 

dengan Visa yang dimilikinya. 

(3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Izin Tinggal diplomatik;   

b. Izin Tinggal dinas;  

c. Izin Tinggal kunjungan; 

d. Izin Tinggal terbatas; dan 

e. Izin Tinggal Tetap.  

(4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah 

diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di 

Wilayah Indonesia. 

(5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani 

penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara 

di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin 

tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut 

tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1).  

 

Pasal 49 

(1) Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing 

yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa 

diplomatik. 

(2) Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang 

masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. 

(3) Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta 

perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. 

 

Pasal 50 

(1) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada: 

a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia 

dengan Visa kunjungan; atau  

b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan 

pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang 

Izin Tinggal kunjungan. 

(2) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Izin Tinggal 

kunjungan ayah dan/atau ibunya. 

Pasal 51 . . . 
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Pasal 51 

Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin 

Tinggal kunjungan: 

a. kembali ke negara asalnya; 

b. izinnya telah habis masa berlaku; 

c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas; 

d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi 

yang ditunjuk;  

e. dikenai Deportasi; atau 

f. meninggal dunia. 

 

Pasal 52 

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:  

a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan 

Visa tinggal terbatas; 

b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah 

dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;  

c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin 

Tinggal kunjungan;  

d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli  asing di atas 

kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi 

di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi  Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga 

negara Indonesia; atau 

f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan 

warga negara Indonesia. 

 

Pasal 53 

Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin 

Tinggal terbatas: 

a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud 

masuk lagi ke Wilayah Indonesia; 

b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi 

melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang 

dimilikinya; 

c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; 

d. izinnya telah habis masa berlaku; 

e. izinnya . . . 
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e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap; 

f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi 

yang ditunjuk;  

g. dikenai Deportasi; atau 

h. meninggal dunia. 

 

Pasal 54 

(1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada: 

a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas 

sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut 

usia; 

b. keluarga karena perkawinan campuran; 

c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing 

pemegang Izin Tinggal Tetap; dan  

d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks 

subjek anak berkewarganegaraan ganda 

Republik Indonesia. 

(2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak 

memiliki paspor kebangsaan. 

(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan 

penduduk Indonesia. 

 

Pasal 55 

Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal 

kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap 

dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang 

ditunjuk. 

 

Pasal 56 

(1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing 

dapat dialihstatuskan. 

(2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin 

Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan 

Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap. 

(3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 57 . . . 
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Pasal 57 

(1) Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas 

dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal dinas. 

(2) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan 

Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar 

Negeri. 

 

Pasal 58 

Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal 

Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat 

Imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status Izin 

Tinggal dan kewarganegaraannya. 

 

Pasal 59 

(1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu 

yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak 

dibatalkan. 

(2) Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu 

yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) 

tahun dan tidak dikenai biaya.   

 

Pasal 60 

(1) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diberikan 

setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) 

tahun berturut-turut dan menandatangani 

Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik 

Indonesia. 

(2) Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf 

b diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 

(dua) tahun dan menandatangani Pernyataan 

Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. 

(3) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dan huruf 

d dapat langsung diberikan. 

 
Pasal 61 . . . 
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Pasal 61 

Pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang Izin 

Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 

(1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan 

dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan/atau keluarganya. 

 

Pasal 62 

(1) Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang 

Izin Tinggal Tetap: 

a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 

(satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke 

Wilayah Indonesia; 

b. tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap 

setelah 5 (lima) tahun; 

c. memperoleh kewarganegaraan Republik 

Indonesia; 

d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat 

Imigrasi yang ditunjuk;  

e. dikenai tindakan Deportasi; atau 

f. meninggal dunia.  

(2) Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin 

Tinggal Tetap: 

a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap 

negara sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan; 

b. melakukan kegiatan yang membahayakan 

keamanan negara; 

c. melanggar Pernyataan Integrasi;  

d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin 

kerja;  

e. memberikan informasi yang tidak benar dalam 

pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap;  

f. Orang Asing yang bersangkutan dikenai 

Tindakan Administratif Keimigrasian; atau 

g. putus . . . 
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g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang 

kawin secara sah dengan warga negara Indonesia 

karena perceraian dan/atau atas putusan 

pengadilan, kecuali perkawinan yang telah 

berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih. 

  

Pasal 63 

(1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah 

Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin 

keberadaannya. 

(2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan 

kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di 

Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan 

setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, 

dan perubahan alamat. 

(3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk 

memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang 

dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang 

Asing yang bersangkutan:  

a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; 

dan/atau 

b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian 

berupa Deportasi. 

(4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi 

Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga 

negara Indonesia. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 

ayat (2) huruf g  tidak berlaku dalam hal pemegang 

Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan 

perkawinannya dengan warga negara Indonesia 

memperoleh penjaminan yang menjamin 

keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 64 

(1) Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing 

pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal 

Tetap. 

(2) Pemegang Izin Tinggal terbatas  diberikan Izin Masuk 

Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa 

berlaku Izin Tinggal terbatas. 

(3) Pemegang . . . 
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(3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk 

Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang 

tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap. 

(4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali 

perjalanan. 

 

Pasal 65 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan 

permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, 

atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

BAB VI 

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 66 

(1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian. 

(2) Pengawasan Keimigrasian meliputi: 

a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia 

yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau 

masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di 

luar Wilayah Indonesia; dan  

b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing 

yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta 

pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan 

Orang Asing di Wilayah Indonesia. 

 

Pasal 67 

(1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara 

Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan 

Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau 

berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan: 

a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data 

dan informasi; 

b. penyusunan . . . 
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b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia 
yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah 

Indonesia; 

c. pemantauan terhadap setiap warga negara 

Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, 
keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang 
berada di luar Wilayah Indonesia; dan 

d. pengambilan foto dan sidik jari. 

(2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian 

yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat 
rahasia. 

 

Pasal 68 

(1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing 
dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk 

atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan 
dengan: 

a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data 
dan informasi; 

b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang 
dikenai Penangkalan atau Pencegahan;  

c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan 

Orang Asing di Wilayah Indonesia;  

d. pengambilan foto dan sidik jari; dan 

e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum. 

(2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian 

yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat 
rahasia. 

 

Pasal 69 

(1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap 

kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri 

membentuk tim pengawasan Orang Asing yang 

anggotanya terdiri atas badan atau instansi 

pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. 

(2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak 

selaku ketua tim pengawasan Orang Asing. 

 
Pasal 70 . . . 
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Pasal 70  

(1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka 

pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan: 

a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik 

warga negara Indonesia maupun warga negara 

asing; 

b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara 

Indonesia maupun warga negara asing yang 

masuk atau keluar Wilayah Indonesia;  

c. pengumpulan data warga negara asing yang 

telah mendapatkan keputusan pendetensian, 

baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi 

maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan 

d. pengumpulan data warga negara asing yang 

dalam proses penindakan Keimigrasian. 

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan dengan memasukkan data pada 

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang 

dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat 

Jenderal. 

 

Pasal 71 

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia 

wajib: 

a. memberikan segala keterangan yang diperlukan 

mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta 

melaporkan setiap perubahan status sipil, 

kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau 

perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi 

setempat; atau 

b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen 

Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila 

diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam 

rangka pengawasan Keimigrasian.  

Pasal 72 . . . 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
- 31 - 

 

Pasal 72 

(1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta 

keterangan dari setiap orang yang memberi 

kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai 

data Orang Asing yang bersangkutan. 

(2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib 

memberikan data mengenai Orang Asing yang 

menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh 

Pejabat Imigrasi yang bertugas.  

 

Pasal 73 

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Orang Asing 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, 

huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diberlakukan terhadap 

Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam 

rangka tugas diplomatik.  

 

Bagian Kedua 

Intelijen Keimigrasian 

 

Pasal 74 

(1) Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen 

Keimigrasian. 

(2) Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen 

Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan 

penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan 

Keimigrasian serta berwenang: 

a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau 

instansi pemerintah; 

b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga 

dapat ditemukan bahan keterangan mengenai 

keberadaan dan kegiatan Orang Asing;  

c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau 

d. melakukan pengamanan terhadap data dan 

informasi Keimigrasian serta pengamanan 

pelaksanaan tugas Keimigrasian. 

 
BAB VII . . . 
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BAB VII 

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN 

 

Pasal 75 

(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan 

Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing 

yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan 

kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan 

keamanan dan ketertiban umum atau tidak 

menghormati atau tidak menaati peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  

a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau 

Penangkalan; 

b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin 

Tinggal; 

c. larangan untuk berada di satu atau beberapa 

tempat tertentu di Wilayah Indonesia; 

d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu 

tempat tertentu di Wilayah Indonesia;  

e. pengenaan biaya beban; dan/atau 

f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. 

(3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa 

Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing 

yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha 

menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan 

hukuman di negara asalnya.  

 

Pasal 76 

Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat 

(3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan 

alasan. 

 

Pasal 77 

(1) Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif 

Keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada 

Menteri. 

(2) Menteri . . . 
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(2) Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan 

yang diajukan Orang Asing sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan Keputusan Menteri. 

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) bersifat final. 

(4) Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Orang Asing 

tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif 

Keimigrasian terhadap yang bersangkutan. 

 

Pasal 78 

(1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah 

berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam 

Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari 

dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa 

Deportasi dan Penangkalan.  

(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah 

berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam 

Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari 

dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan 

Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan 

Penangkalan. 

 

Pasal 79 

Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 

dikenai biaya beban.  

 

Pasal 80 

Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

(4) dan Pasal 79 merupakan salah satu Penerimaan Negara 

Bukan Pajak di bidang Keimigrasian. 

 
BAB VIII . . . 
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BAB VIII 

RUMAH DETENSI IMIGRASI DAN RUANG DETENSI IMIGRASI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 81 

(1) Rumah Detensi Imigrasi dapat dibentuk di ibu kota 

negara, provinsi, kabupaten, atau kota. 

(2) Rumah Detensi Imigrasi dipimpin oleh seorang 

kepala.  

 

Pasal 82 

Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu 

dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, 

Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.   

 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan Detensi 

 

Pasal 83 

(1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang 

Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang 

Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut: 

a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin 

Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang 

tidak berlaku lagi;  

b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki 

Dokumen Perjalanan yang sah;  

c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian 

berupa pembatalan Izin Tinggal karena 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan atau 

mengganggu keamanan dan ketertiban umum;  

d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau 

e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah 

Indonesia karena ditolak pemberian Tanda 

Masuk. 

(2) Pejabat . . . 
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(2) Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain 

apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, 

atau masih anak-anak. 

 

Pasal 84 

(1) Pelaksanaan detensi Orang Asing dilakukan dengan 

keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi 

yang ditunjuk. 

(2) Keputusan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: 

a. data orang asing yang dikenai detensi; 

b. alasan melakukan detensi; dan 

c. tempat detensi. 

 

Bagian Ketiga 

Jangka Waktu Detensi 

 

Pasal 85 

(1) Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai 

Deteni dideportasi. 

(2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 

(sepuluh) tahun.  

(3) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat 

mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi 

apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terlampaui dan memberikan izin kepada 

Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi 

dengan menetapkan kewajiban melapor secara 

periodik. 

(4) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 

mengawasi dan mengupayakan agar Deteni 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi. 

 

Bagian Keempat . . . 
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Bagian Keempat 

Penanganan terhadap Korban Perdagangan Orang  

dan Penyelundupan Manusia 

 

Pasal 86 

Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak 

diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan 

Penyelundupan Manusia. 

 

Pasal 87 

(1) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan 

Manusia yang berada di Wilayah Indonesia 

ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di 

tempat lain yang ditentukan. 

(2) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan 

Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda 

dengan Deteni pada umumnya. 

 

Pasal 88 

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 

mengupayakan agar korban perdagangan orang dan 

Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing 

segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan 

surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya. 

 

Pasal 89 

(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 

melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka 

mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan 

orang dan Penyelundupan Manusia. 

(2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan: 

a. pertukaran informasi dengan negara lain dan 

instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus 

operandi, pengawasan dan pengamanan 

Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan 

validitas dokumen;  

b. kerja sama . . . 
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b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara 

lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri 

kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan 

kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen 

palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan 

dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan 

cara konvensional dan nonkonvensional; 

c. memberikan penyuluhan hukum kepada 

masyarakat bahwa perbuatan perdagangan 

orang dan Penyelundupan Manusia merupakan 

tindak pidana agar orang tidak menjadi korban; 

d. menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau 

identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga 

dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan,  

dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan 

secara melawan hukum; dan 

e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan 

Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau 

diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk 

mencegah pembuatan dokumen tersebut secara 

melawan hukum dalam hal penerbitan dan 

penggunaannya. 

(3) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan: 

a. penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak 

pidana perdagangan orang dan Penyelundupan 

Manusia; 

b. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan orang dan 

Penyelundupan Manusia; dan 

c. kerja sama dalam bidang penyidikan dengan 

instansi penegak hukum lainnya. 

 

Pasal 90 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan 

Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi 

Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan 

terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan 

Manusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 
BAB IX . . . 
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BAB IX 

PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN 

 

Bagian Kesatu 

Pencegahan 

 

Pasal 91 

(1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab 

melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang 

Keimigrasian. 

(2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan: 

a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan 

Tindakan Administratif Keimigrasian; 

b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung 

sesuai dengan bidang  tugasnya masing-masing 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

f. keputusan, perintah, atau permintaan  pimpinan 

kementerian/lembaga  lain yang berdasarkan 

undang-undang memiliki kewenangan 

Pencegahan.  

(3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika 

Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang 

memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab 

atas keputusan, permintaan, dan perintah 

Pencegahan yang dibuatnya. 

 
Pasal 92 . . . 
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Pasal 92 

Dalam keadaan yang mendesak pejabat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dapat meminta secara 

langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk 

melakukan Pencegahan. 

 

Pasal 93 

Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Menteri atau 

Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. 

 

Pasal 94 

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 

ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat 

yang berwenang. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat sekurang-kurangnya:  

a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir 

atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan; 

b. alasan Pencegahan; dan  

c. jangka waktu Pencegahan. 

(3) Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang 

yang dikenai Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari 

sejak tanggal keputusan ditetapkan. 

(4) Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh 

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat 

(2), keputusan tersebut juga disampaikan kepada 

Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal 

keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk 

dilaksanakan. 

(5) Menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan 

Pencegahan apabila keputusan Pencegahan tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

(6) Pemberitahuan penolakan pelaksanaan Pencegahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 

disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 91 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari 

sejak tanggal permohonan Pencegahan diterima 

disertai dengan alasan penolakan. 

(7) Menteri . . . 
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(7) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 

memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan 

Pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui 

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. 

 

Pasal 95 

Berdasarkan daftar Pencegahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 94 ayat (7), Pejabat Imigrasi wajib menolak 

orang yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia.  

 

Pasal 96 

(1) Setiap orang yang dikenai Pencegahan dapat 

mengajukan keberatan kepada pejabat yang 

mengeluarkan keputusan Pencegahan. 

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan 

alasan dan disampaikan dalam jangka waktu 

berlakunya masa Pencegahan. 

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan 

Pencegahan. 

 

Pasal 97 

(1) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 

(enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang 

paling lama 6 (enam) bulan. 

(2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa 

Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum. 

(3) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas 

atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, 

Pencegahan berakhir demi hukum. 

 

Bagian Kedua 

Penangkalan 

 

Pasal 98 

(1) Menteri berwenang melakukan Penangkalan. 

(2) Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada 

Menteri untuk melakukan Penangkalan. 

Pasal 99 . . . 
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Pasal 99 

Pelaksanaan Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 98 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi 

yang ditunjuk. 

 

Pasal 100 

(1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 

ditetapkan dengan keputusan tertulis. 

(2) Keputusan Penangkalan atas permintaan pejabat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) 

dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari 

sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut 

diajukan. 

(3) Permintaan Penangkalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya: 

a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir 

atau umur, serta foto yang dikenai Penangkalan; 

b. alasan Penangkalan; dan  

c. jangka waktu Penangkalan. 

(4) Menteri dapat menolak permintaan Penangkalan 

apabila permintaan Penangkalan  tidak  memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Pemberitahuan penolakan permintaan Penangkalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 

disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 98 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari 

sejak tanggal permintaan Penangkalan diterima 

disertai alasan penolakan. 

(6) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 

memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan 

Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui 

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. 

 

Pasal  101 

Berdasarkan daftar Penangkalan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 100 ayat (6), Pejabat Imigrasi wajib menolak 

Orang Asing yang dikenai Penangkalan masuk Wilayah 

Indonesia. 

 
Pasal 102 . . . 
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Pasal 102 

(1) Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 6 

(enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang 

paling lama 6 (enam) bulan. 

(2) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa 

Penangkalan, Penangkalan berakhir demi hukum. 

(3) Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat 

dikenakan terhadap Orang Asing yang dianggap dapat 

mengganggu keamanan dan ketertiban umum.  

 

Pasal  103 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan 

dan Penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

BAB X 

PENYIDIKAN 

 

Pasal 104 

Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan 

berdasarkan hukum acara pidana. 

 

Pasal 105 

PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik 

tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

 

Pasal 106 

PPNS Keimigrasian berwenang: 

a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana 

Keimigrasian; 

b. mencari keterangan dan alat bukti; 

c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki 

tempat kejadian perkara untuk kepentingan 

penyidikan; 

e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, 

atau menahan seseorang yang disangka melakukan 

tindak pidana Keimigrasian; 

f. menahan . . . 
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f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen 

Perjalanan; 

g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau 

tersangka dan memeriksa identitas dirinya; 

h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda 

yang ada hubungannya dengan tindak pidana 

Keimigrasian; 

i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar 

keterangannya sebagai tersangka atau saksi; 

j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang 

diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain 

yang ada hubungannya dengan tindak pidana 

Keimigrasian; 

l. mengambil foto dan sidik jari tersangka; 

m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber 

yang berkompeten;  

n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau 

o. mengadakan tindakan lain menurut hukum. 

 

Pasal 107 

(1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian 

berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

(2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS 

Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada 

penuntut umum. 

 

Pasal 108 

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian 

berupa: 

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum 

acara pidana; 

b. alat . . . 
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b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara 

elektronik atau yang serupa dengan itu; dan  

c. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang 

berwenang.  

 

Pasal 109 

Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak 

pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 

123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 

131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan 

Pasal 135 dapat dikenai penahanan.  

 

Pasal 110 

(1) Terhadap tindak pidana keimigrasian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 

diberlakukan acara pemeriksaan singkat 

sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. 

(2) PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat 

bukti kepada penuntut umum dengan disertai 

catatan mengenai tindak pidana Keimigrasian yang 

disangkakan kepada tersangka. 

 

Pasal 111 

PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keimigrasian 

dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang 

telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

 

Pasal 112 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara 

pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan administrasi 

penyidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB XI . . . 
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BAB XI 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 113 

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar 

Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh 

Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah).  

 

Pasal 114 

(1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau 

keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang 

tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja 

menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak 

melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas 

pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  

 

Pasal 115 

Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak 

membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

 

 Pasal 116 . . . 
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Pasal 116 

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana 

denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima 

juta rupiah). 

 

Pasal 117 

Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak 

memberikan keterangan atau tidak memberikan data 

Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat 

penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang 

bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 

(dua puluh lima juta rupiah). 

 

Pasal 118 

Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan 

keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan 

yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 

ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

 

Pasal 119 

(1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di 

Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen 

Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja 

menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui 

atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu 

palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). 

Pasal 120 . . . 
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Pasal 120 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang 

bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau 

untuk orang lain dengan membawa seseorang atau 

kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun 

tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain 

untuk membawa seseorang atau kelompok orang, 

baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, 

yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki 

Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia 

dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang 

tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah 

tersebut secara sah, baik dengan menggunakan 

dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa 

menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui 

pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena 

Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus 

juta rupiah). 

(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana 

Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 

Pasal 121 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah): 

a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu 

atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin 

Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya 

sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau 

berada di Wilayah Indonesia; 

b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja 

menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin 

Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk 

atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia. 
 

Pasal 122 . . . 
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Pasal 122 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan pidana denda paling paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): 

a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja 

menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang 

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian 

Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;  

b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan 

kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan 

atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan 

maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang 

diberikan kepadanya. 

 

Pasal 123 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah): 

a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat 

atau data palsu atau yang dipalsukan atau 

keterangan tidak benar dengan maksud untuk 

memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri 

atau orang lain;  

b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja 

menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau 

berada di Wilayah Indonesia. 

 

Pasal 124 

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau 

melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan 

penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang 

Asing yang diketahui atau patut diduga: 

a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

b. Izin . . . 
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b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana 

denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh 

lima juta rupiah).  

 

Pasal 125 

Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah 

tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah).  

 

Pasal 126 

Setiap orang yang dengan sengaja: 

a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik 

Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah 

Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa 

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu 

atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 

b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik 

Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau 

yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar 

Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang 

lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang 

diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan 

maksud digunakan secara tanpa hak dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah); 

c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan 

yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen 

Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri 

atau orang lain dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 

d. memiliki . . . 
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d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 

2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik 

Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 

e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 

atau membuat Dokumen Perjalanan Republik 

Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan 

bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah).  

 

Pasal 127 

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum 

menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 

palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan 

bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). 

 

Pasal 128 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah): 

a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan 

hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau 

memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan 

Republik Indonesia atau blanko Dokumen 

Keimigrasian lainnya;  

b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan 

hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau 

memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan 

untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik 

Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya. 

 
Pasal 129 . . . 
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Pasal 129 

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum 

untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, 

mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, 

baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap 

yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik 

Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah).  

 

Pasal 130 

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum 

menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen 

Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

 

Pasal 131 

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan 

hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, 

mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau 

mengakses data Keimigrasian, baik secara manual 

maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau 

orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

Pasal 132 

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang 

dengan sengaja dan melawan hukum memberikan 

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau 

memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian 

kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak 

dipidana dengan pidana penjara paling lama  7 (tujuh) 

tahun. 

Pasal 133 . . . 
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Pasal 133 

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain: 

a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana 

Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 

119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 

126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 

132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 

135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; 

b. dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang 

bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan 

Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun; 

c. dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi 

standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan 

pemberangkatan atau kedatangan di Tempat 

Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya 

Orang Asing ke Wilayah Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau keluarnya 

orang dari Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun;  

d. dengan sengaja dan melawan hukum tidak 

menjalankan prosedur operasi standar penjagaan 

Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi 

Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun; 

e. dengan sengaja dan melawan hukum tidak 

memasukkan data ke dalam Sistem Informasi 

Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 6 (enam) bulan. 

 

 

 

Pasal 134 . . . 
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Pasal 134 

Setiap Deteni yang dengan sengaja: 

a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau 

mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun; 

b. melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau 

Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 135 

Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan 

tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian 

dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan 

Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

 

Pasal 136 

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, 

Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 

dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada 

pengurus dan korporasinya. 

(2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana 

denda dengan ketentuan besarnya pidana denda 

tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal  123 

huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak 

diberlakukan terhadap korban perdagangan orang 

dan Penyelundupan Manusia. 

 

 
BAB XII . . . 
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BAB XII 

BIAYA 

 

Pasal 137 

Dana untuk melaksanakan Undang-Undang ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

 

Pasal 138 

(1) Permohonan Dokumen Perjalanan, Visa, Izin Tinggal, 

Izin Masuk Kembali dan biaya beban berdasarkan 

Undang-Undang ini dikenai biaya imigrasi. 

(2) Biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan 

Pajak di bidang Keimigrasian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

BAB XIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 139 

(1) Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang 

masuk atau keluar Wilayah Indonesia di daerah 

perbatasan diatur tersendiri dengan perjanjian lintas 

batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan 

yang sama dengan memperhatikan ketentuan 

Undang-Undang ini. 

(2) Ketentuan Keimigrasian bagi lalu lintas orang yang 

masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan 

menggunakan tanda masuk atau tanda keluar 

dengan alat elektronik dapat diatur tersendiri melalui 

perjanjian bilateral atau multilateral dengan 

memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini. 

 

Pasal 140 . . . 
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Pasal 140 

(1) Untuk menjadi Pejabat Imigrasi, diselenggarakan 

pendidikan khusus Keimigrasian. 

(2) Untuk mengikuti pendidikan khusus Keimigrasian, 

peserta harus telah lulus jenjang pendidikan sarjana. 

(3) Penyelenggaraan pendidikan khusus Keimigrasian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri.  

 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 141 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin 

Tinggal Tetap yang dikeluarkan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 

dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya 

berakhir; 

b. suami atau istri dari perkawinan yang sah dengan 

warga negara Indonesia yang usia perkawinannya 

lebih dari 2 (dua) tahun dan memegang Izin Tinggal 

terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1992 tentang Keimigrasian dapat langsung 

diberikan Izin Tinggal Tetap menurut ketentuan 

Undang-Undang ini; 

c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang telah 

dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1992 tentang Keimigrasian dinyatakan tetap 

berlaku sampai jangka waktunya berakhir; dan 

d. perkara tindak pidana di bidang Keimigrasian yang 

sedang diproses dalam tahap penyidikan tetap 

diproses berdasarkan Undang-Undang tentang 

Hukum Acara Pidana. 

 

 
BAB XV . . . 
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BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 142 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3474);  

b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5064); dan 

c. semua peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan Keimigrasian yang bertentangan 

atau tidak sesuai dengan Undang-Undang ini, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 143 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 

tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3474) dinyatakan masih 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum 

diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang 

ini. 

 

Pasal 144 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah 

ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-

Undang ini diundangkan. 

 

Pasal 145 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Mei 2011  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

       ttd 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Mei 2011  

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA       

                   REPUBLIK INDONESIA, 

 

                       ttd 

 

             PATRIALIS AKBAR 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 52  

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 

Asisten Deputi Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

 

 

 

Wisnu Setiawan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

 

 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2011  

TENTANG 

KEIMIGRASIAN 

     

 

I. UMUM 

 

Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan 

bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia 

dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi 

yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan 

kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi 

bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya 

tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan 

kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan 

universal. 

Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah 

terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma 

dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya 

reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah membawa pengaruh 

yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan 

kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak 

asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga 

negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam 

menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia. 

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang ini, ketentuan 

mengenai Penangkalan tidak berlaku terhadap warga negara 

Indonesia. 

Dampak era globalisasi telah memengaruhi sistem 

perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk 

mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-

undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, 

transportasi. . . 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
- 2 - 

 

 

transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas 

orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk 

meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan 

dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap 

pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Penyederhanaan prosedur 

Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan 

modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan 

pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah 

memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan 

tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih 

menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum 

baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara 

Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah 

menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 

2000, atau United Nations Convention Against Transnational Organized 

Crime, 2000, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2009 beserta dua  protokolnya yang menyebabkan peranan 

instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi 

tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan 

melaksanakan konvensi tersebut.  

Di pihak lain, pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih 

ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional 

atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, 

Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkotika yang banyak 

dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. 

Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana 

berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi 

orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Mereka yang 

dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 

adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk 

Wilayah Indonesia secara tidak sah. 

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada 

saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah 

Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian 

mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat 

administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, 

perlu pula diatur PPNS Keimigrasian yang menjalankan tugas dan 

wewenang . . . 
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wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak 

pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga 

hukum formal dan hukum materiilnya berbeda dengan hukum pidana 

umum, misalnya adanya pidana minimum khusus. 

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari 

geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang 

mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan 

negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang 

garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada 

tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas 

tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga 

negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan 

memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan 

diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan 

demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia 

di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat 

Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan 

juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang 

diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah 

atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) yang 

menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang 

Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing 

yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai 

dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan 

kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan 

nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak 

membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan 

masuk dan berada di Wilayah Indonesia. 

Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap 

warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah 

Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka 

waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari 

Wilayah Indonesia. 

Warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan 

Penangkalan karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan 

internasional, yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak 

boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri. 

Di samping . . . 
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Di samping permasalahan di atas, terdapat beberapa hal yang 

menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yakni: 

a. letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas 

permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek 

kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain; 

b. adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang 

berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan 

Fungsi Keimigrasian; 

c. meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti 

imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang, 

terorisme, narkotika, dan pencucian uang; 

d. pengaturan mengenai Deteni dan batas waktu terdeteni belum 

dilakukan secara komprehensif; 

e. Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam 

pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, 

dan memerlukan penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah 

Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah 

Direktorat Jenderal Imigrasi; 

f. perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan  Republik Indonesia berkaitan dengan 

pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, antara lain mengenai 

berkewarganegaraan ganda terbatas; 

g. hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik 

(resiprositas) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing; 

h. kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standardisasi sistem 

dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, 

khususnya Regional Asean Plus dan juga upaya penyelarasan atau 

harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku 

sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan 

Penyelundupan Manusia; 

i. penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan 

pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap 

tindak pidana Penyelundupan Manusia; 

j. memperluas subjek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga 

mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga Korporasi 

serta . . . 
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serta Penjamin masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia yang 

melanggar ketentuan Keimigrasian; dan 

k. penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing 

yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini 

belum menimbulkan efek jera.  

Dengan adanya pertimbangan tersebut di atas, perlu 

dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1992 dengan membentuk undang-undang baru yang lebih 

komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan 

kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan 

perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap 

permasalahan di masa depan. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan ini adalah sebagian 

dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan 

pelindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, 

serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan sesuai 

dengan tugasnya sebagai penjaga pintu gerbang negara, 

bukan penjaga garis batas negara. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 . . . Pasal 5 . . . 
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Pasal 5 

Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik 

Indonesia atau tempat lain di luar negeri, tugas dan Fungsi 

Keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri 

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk dalam 

ketentuan ini adalah pejabat fungsional diplomat.  

Pejabat dinas luar negeri yang melaksanakan tugas dan Fungsi 

Keimigrasian terlebih dahulu memperoleh pengetahuan di bidang 

Keimigrasian.  

 Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian merupakan satu 

kesatuan dari berbagai proses pengelolaan data dan informasi, 

aplikasi, serta perangkat berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi yang dibangun untuk menyatukan dan 

menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana 

Fungsi Keimigrasian secara terpadu. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “dokumen perjalanan yang sah dan 

masih berlaku” adalah dokumen perjalanan yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku 

sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa 

berlakunya berakhir. 

 Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Selain pemeriksaan terhadap Dokumen Perjalanan, apabila 

diperlukan guna keakuratan, ketelitian serta ketepatan 

objek pemeriksaan dapat dilakukan terhadap identitas diri 

untuk . . . 
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untuk memberikan data dukung terhadap kebenaran 

Dokumen Perjalanan yang dimiliki. 

Ayat (3) 

Penggeledahan dilakukan dalam rangka mencari kejelasan 

atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan identitas diri 

orang yang bersangkutan. Apabila dari hasil penggeledahan 

tersebut ditemukan adanya indikasi tindak pidana 

Keimigrasian, prosesnya dapat dilanjutkan dengan 

melakukan penyelidikan Keimigrasian. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” meliputi adanya 

alat angkut yang mendarat di Wilayah Indonesia dalam 

rangka bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) 

pada daerah bencana alam di Wilayah Indonesia (national 

disaster) atau dalam hal terdapat alat angkut yang membawa 

Orang Asing berlabuh atau mendarat di suatu tempat di 

Indonesia karena kerusakan mesin atau cuaca buruk, 

sedangkan alat angkut tersebut tidak bermaksud untuk 

berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 12 

Yang dimaksud “daerah tertentu” adalah daerah konflik yang 

akan membahayakan keberadaan dan keamanan Orang Asing 

yang bersangkutan. 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c . . . 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

 Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang 

berwenang.  

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “kejahatan internasional 

dan kejahatan transnasional yang terorganisasi” 

antara lain kejahatan terorisme, Penyelundupan 

Manusia, perdagangan orang, pencucian uang, 

narkotika, dan psikotropika. 

 Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang 

berwenang.  

Huruf h 

 Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang 

berwenang.  

Huruf i 

 Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang 

berwenang.  

Huruf j 

 Berdasarkan surat permintaan dari instansi yang 

berwenang.  

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “ditempatkan dalam pengawasan” 

adalah penempatan Orang Asing di Rumah Detensi 

Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi atau ruang khusus 

dalam rangka menunggu keberangkatannya keluar 

Wilayah Indonesia. Dalam hal Orang Asing  datang dengan 

kapal laut, yang bersangkutan ditempatkan di kapal laut 

tersebut dan dilarang turun ke darat sepanjang kapalnya 

berada . . . 
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berada di Wilayah Indonesia hingga meninggalkan Wilayah 

Indonesia.   

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan 

nasional atau menghindari kerugian masyarakat, misalnya 

orang asing yang bersangkutan belum atau tidak mau 

menyelesaikan kewajiban pajaknya. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “memberikan tanda atau 

mengibarkan bendera isyarat” adalah antara lain 

mengibarkan bendera “N” yang biasa digunakan 

dalam kebiasaan internasional. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f . . . 
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Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “setiap 

penumpang dan/atau awak alat angkut” antara lain 

penumpang yang tidak mendapat Tanda Masuk, 

awak kapal, atau penumpang yang tertinggal. 

Ayat (2) 

Sistem Informasi Pemrosesan Pendahuluan Data 

Penumpang lazim juga disebut dengan Advance Passenger 

Information System. Terhadap alat angkut yang belum 

menggunakan Sistem Informasi Pemrosesan Pendahuluan 

Data Penumpang, diberikan kesempatan sampai dengan 

batas waktu  tertentu. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Yang dimaksud dengan “suatu tempat” adalah pelabuhan, bandar 

udara, pos lintas batas atau tempat lainnya yang layak untuk 

dapat dilakukan pemeriksaan Keimigrasian. 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “area imigrasi” adalah suatu area di 

Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang dimulai dari tempat 

antrean pemeriksaan Keimigrasian pada keberangkatan 

sampai dengan alat angkut atau dari alat angkut sampai 

dengan konter pemeriksaan Keimigrasian pada kedatangan. 

Penetapan area imigrasi sangat penting artinya untuk 

menentukan status seseorang apakah telah dianggap keluar 
atau telah masuk Wilayah Indonesia.  

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Kepala Kantor Imigrasi dalam ketentuan ini membawahi 
Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada bandar udara, 
pelabuhan laut, atau pos lintas batas. 

Ayat (4)  

 Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan asas resiprositas 

apabila diberikan kepada orang asing dalam rangka tugas 
diplomatik. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “dokumen negara” adalah dokumen 

yang setiap saat dapat ditarik kembali apabila diperlukan 
untuk kepentingan negara. Dokumen itu bukanlah surat 
berharga sehingga Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 

tidak dapat digunakan untuk hal yang bersifat perdata, 
antara lain dijadikan jaminan utang. 

Pasal 25  

Cukup jelas. 

Pasal 26  

 Cukup jelas. 

Pasal 27 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain 

pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Pasal 28 

Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan secara 

kolektif antara lain kepada beberapa warga negara Indonesia 

bermasalah di luar negeri yang dipulangkan oleh pemerintah 

negara asing secara bersama-sama.  

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “melakukan tindak pidana atau 

melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia” 

adalah setiap orang warga negara Indonesia yang disangka 

melakukan perbuatan yang merugikan negara dan/atau 

pelanggaran perundang-undangan yang diancam pidana 5 

(lima) tahun atau lebih yang masih berada di Wilayah 

Indonesia atau telah berada di luar Wilayah Indonesia. 

Penarikan Paspor biasa terhadap tersangka yang telah 

berada di luar negeri harus disertai dengan pemberian Surat 

Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang akan 

digunakan dalam rangka mengembalikan pelakunya ke 

Indonesia. 

Pasal 32 . . . 
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Pasal 32 

 Cukup jelas.  

Pasal 33 

 Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing termasuk anggota 

keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip 

resiprositas, dan penghormatan (courtesy). 

Pasal 36 

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing termasuk anggota 

keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip 

resiprositas, dan penghormatan (courtesy) dalam rangka tugas 

resmi yang tidak bersifat diplomatik. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Visa kunjungan dalam penerapannya dapat diberikan untuk 

melakukan kegiatan, antara lain: 

1. wisata; 

2. keluarga; 

3. sosial; 

4. seni dan budaya; 

5. tugas pemerintahan; 

6. olahraga yang tidak bersifat komersial; 

7. studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat; 

8. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam 

penerapan dan inovasi teknologi industri untuk 

meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja 

sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia; 

9. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak; 

10. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang 

berwenang; 

11. pembuatan. . . 
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11. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah 

mendapat izin dari instansi yang berwenang; 

12. melakukan pembicaraan bisnis;  

13. melakukan pembelian barang; 

14. memberikan ceramah atau mengikuti seminar; 

15. mengikuti pameran internasional; 

16. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau 

perwakilan di Indonesia; 

17. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada 

cabang perusahaan di Indonesia; 

18. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam 

bekerja; 

19. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan 

20. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah 

Indonesia. 

Pasal 39 

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing yang 

bermaksud bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas 

dan dapat juga diberikan kepada Orang Asing eks warga negara 

Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia dan bermaksud untuk kembali ke Indonesia dalam 

rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Visa tinggal terbatas dalam penerapannya dapat diberikan untuk 

melakukan kegiatan, antara lain: 

1. Dalam rangka bekerja: 

a. sebagai tenaga ahli;      

b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau 

instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, 

laut territorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia; 

c. melaksanakan tugas sebagai rohaniwan; 

d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan 

menerima bayaran, seperti olahraga, artis, hiburan, 

pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan, dan 

kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari 

instansi berwenang; 

e. melakukan . . . 
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e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang 

bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi 

yang berwenang; 

f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi 

(quality control); 

g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di 

Indonesia; 

h. melayani purnajual; 

i. memasang dan reparasi mesin; 

j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka 

konstruksi; 

k. mengadakan pertunjukan; 

l. mengadakan kegiatan olahraga profesional; 

m. melakukan kegiatan pengobatan; dan 

n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka 

uji coba keahlian.  

2. Tidak untuk bekerja:  

a. penanam modal asing;   

b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;    

c. mengikuti pendidikan;  

d. penyatuan keluarga; 

e. repatriasi; dan  

f. lanjut usia. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Orang Asing dari negara tertentu yang dapat diberikan Visa 

kunjungan saat kedatangan antara lain Orang Asing dari 

negara yang termasuk dalam kategori negara yang tingkat 

kunjungan wisata ke Indonesia tinggi (tourist generating 

countries) atau dari negara yang mempunyai hubungan 

diplomatik yang cukup baik dengan negara Indonesia, 

tetapi . . . 
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tetapi negara tersebut tidak memberikan fasilitas bebas 

Visa kepada warga negara Indonesia. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

Penolakan dimaksud berdasarkan surat permintaan dari 

instansi yang berwenang. 

Huruf g 

Penolakan dimaksud berdasarkan surat permintaan dari 

instansi yang berwenang. 

Huruf h 

Penolakan dimaksud berdasarkan surat permintaan dari 

instansi yang berwenang. 

Pasal 43 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud “pembebasan Visa” dalam 

ketentuan ini misalnya untuk kepentingan 

Pariwisata . . . 
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pariwisata yang membawa manfaat bagi 
perkembangan pembangunan nasional dengan 
memperhatikan asas timbal balik, yaitu  

pembebasan Visa hanya diberikan kepada Orang 
Asing dari negara yang juga memberikan 
pembebasan Visa kepada warga negara Indonesia. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

 Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Wilayah 

Indonesia” adalah dalam rangka tugas penempatan di 
perwakilan negara setempat atau perwakilan organisasi 

internasional. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pada . . . 
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Pada dasarnya setiap Orang Asing yang masuk Wilayah 

Indonesia wajib memiliki Visa. Berdasarkan Visa 

tersebut, Orang Asing diberikan Izin Tinggal di Wilayah 

Indonesia, tetapi ketentuan itu tidak diberlakukan 

terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia 

karena menjadi korban tindak pidana perdagangan 

orang. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah 

konflik yang akan membahayakan keberadaan, 

keselamatan, dan keamananan Orang Asing yang 

bersangkutan. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

 Cukup jelas. 

Pasal 52 

 Huruf a 

Cukup jelas. 

 Huruf b 

Cukup jelas. 

 Huruf c 

Cukup jelas. 

   

 

 

Huruf d . . . 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “wilayah perairan” adalah 

perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut 

teritorial.  

Yang dimaksud dengan “wilayah yurisdiksi” adalah 

wilayah di luar wilayah perairan yang terdiri atas Zona 

Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona 

Tambahan, negara memiliki hak berdaulat dan 

kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum 

internasional. 

 Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

 Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak dari 

duda/janda Orang Asing yang kawin dengan warga 

negara Indonesia atau anak angkatnya. 

Pasal 53 

 Cukup jelas. 

Pasal 54 

Ayat (1)  

 Huruf a 

 Yang dimaksud dengan “rohaniwan” adalah pemuka 

agama yang diakui di Indonesia. 

 Huruf b 

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah suami/istri, 

dan anak. 

 Huruf c 

 Cukup jelas. 

 Huruf d 

 Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) . . . 
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 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “alih status” adalah perubahan 

status keberadaan Orang Asing dari Izin Tinggal kunjungan 

menjadi Izin Tinggal terbatas dan dari Izin Tinggal terbatas 

menjadi Izin Tinggal Tetap.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Yang dimaksud dengan “meragukan status Izin Tinggal dan 

kewarganegaraan seseorang” antara lain adanya data 

Keimigrasian yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan 

diragukan status kewarganegaraannya. 

Pasal 59  

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah suami/istri, dan 

anak. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

 Pasal 63 . . . 
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Pasal 63 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Orang Asing tertentu” adalah 

Orang Asing yang memegang Izin Tinggal terbatas atau Izin 

Tinggal Tetap. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ”perubahan status sipil” antara lain 

kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan 

perubahan lain, misalnya perubahan jenis kelamin. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Ketentuan mengenai penjaminan tidak diberlakukan karena 

pada dasarnya suami atau istri dalam suatu perkawinan 

bertanggung jawab kepada pasangannya dan/atau 

anaknya. 

 Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan, baik 

terhadap warga negara Indonesia maupun Orang Asing. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

 Cukup jelas. 

Pasal 69 . . . 
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Pasal 69 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “badan atau instansi pemerintah 

terkait” misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 

serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

 Cukup jelas. 

Pasal 71 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”perubahan status sipil” antara 

lain kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. 

Jika telah dilaksanakan oleh penjaminnya tidak perlu lagi 

dilaksanakan oleh Orang Asing yang bersangkutan.  

Huruf b 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Ayat (1) 

Permintaan keterangan mengenai data dapat dilakukan, 

baik secara manual maupun elektronik. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

 Cukup jelas. 

Pasal 74 

Ayat  (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ”penyelidikan Keimigrasian”  

adalah kegiatan atau tindakan Pejabat Imigrasi untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana Keimigrasian. 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan ”operasi Intelijen 

Keimigrasian” adalah kegiatan yang dilakukan 

berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan 

khusus serta ditetapkan dan dilaksanakan atas 

perintah Pejabat Imigrasi yang berwenang. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

 Huruf a 

 Cukup jelas. 

 Huruf b 

 Cukup jelas. 

 Huruf c 

 Larangan tersebut ditujukan terhadap Orang Asing 

yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh 

pemerintah berada di Wilayah Indonesia tertentu. 

 Huruf d 

 Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di suatu 

tempat tertentu” adalah penempatan di Rumah 

Detensi . . . 
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Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat 

lain. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

 Cukup jelas. 

Pasal 83 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “tempat lain” misalnya rumah sakit 

atau tempat penginapan yang mudah diawasi oleh Pejabat 

Imigrasi. 

 
Pasal 84 . . . 
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Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Jika terdeteni tidak dapat dideportasi setelah lebih dari 10 

(sepuluh) tahun berstatus sebagai terdeteni dapat 

dipertimbangkan untuk diberikan kesempatan menjalani 

kehidupan sebagaimana hak dasar manusia pada 

umumnya di luar Rumah Detensi dalam status tertentu 

dengan mempertimbangkan aspek perilaku selama 

menjalani pendetensian, tetapi tetap dalam pengawasan 

Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui 

kewajiban pelaporan secara periodik. 

Ayat (4) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengawasan terhadap 

kegiatan dan keberadaan Deteni tidak menimbulkan 

dampak yang negatif bagi masyarakat. Selain itu, upaya 

Deportasi ke negaranya atau negara ketiga yang bersedia 

menerimanya tetap dilakukan. 

Pasal 86 

Yang dimaksud dengan “korban perdagangan orang” adalah 

seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, 

seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak 

pidana perdagangan orang. 

Pasal 87 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “tempat lain” antara lain tempat 

penginapan, perumahan, atau asrama yang ditentukan oleh 

Menteri. 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah 

peraturan dalam Rumah Detensi Imigrasi yang berlaku bagi 

terdetensi tidak sepenuhnya diperlakukan bagi para korban 

karena para korban bukan terdetensi.  

Pasal 88 

 Cukup jelas. 

Pasal 89 

 Cukup jelas. 

Pasal 90 

 Cukup jelas. 

Pasal 91 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang 

mengajukan permintaan secara langsung kepada 

Pejabat Imigrasi yang berwenang di Tempat 

Pemeriksaan Imgrasi dalam keadaan mendesak 

untuk mencegah orang yang disangka melakukan 

tindak pidana dan melarikan diri keluar negeri. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “keadaan yang 

mendesak” misalnya yang akan dicegah dikhawatirkan melarikan 

diri keluar negeri pada saat itu juga atau telah berada di Tempat 

Pemeriksaan Imigrasi untuk keluar negeri sebelum keputusan 

Pencegahan ditetapkan.  

Yang dimaksud dengan “Pejabat Imigrasi tertentu” adalah 

Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit 

pelaksana teknis lain. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Ayat (1) 

Keputusan Pencegahan secara tertulis diterbitkan oleh 

instansi yang memintanya atau memohonkan untuk 

pelaksanaannya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Instansi yang menerbitkan keputusan Pencegahan tersebut 

berkewajiban menyampaikan kepada orang yang dikenai 

Pencegahan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 95 . . . 
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Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Yang dimaksud dengan “mengajukan keberatan” adalah upaya 

hukum yang diberikan kepada orang yang terkena Pencegahan 

untuk melakukan pembelaan diri atas Pencegahan yang 

dikenakan kepada dirinya. 

Pasal 97 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Berakhir demi hukum merupakan alasan berakhirnya 

Pencegahan dan yang bersangkutan dapat melakukan 

perjalanan keluar Wilayah Indonesia.  

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 98 

Ayat (1) 

Kewenangan Penangkalan merupakan wujud dari 

pelaksanaan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan 

dan ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan 

alasan Keimigrasian. 

Ayat (2) 

Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini adalah 

pimpinan instansi pemerintah. 

Pasal 99 

Cukup jelas. 

Pasal 100 

 Cukup jelas. 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

 

Pasal 102 . . . 
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Pasal 102 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pelaksanaan ketentuan ayat ini didasarkan pada asas 

kejahatan ganda (double criminality) oleh masing-masing 

negara. Misalnya kejahatan peredaran uang palsu, 

terorisme, atau  narkotika yang dinyatakan sebagai tindak 

pidana di Indonesia dan di negara asal Orang Asing yang 

bersangkutan. 

Pasal 103 

 Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

Pasal 106 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang 

perseorangan atau korporasi. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

Huruf f . . . 
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Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

 Cukup jelas. 

Huruf j 

 Cukup jelas. 

Huruf k 

 Cukup jelas. 

Huruf l 

 Cukup jelas. 

Huruf m 

 Cukup jelas. 

Huruf n 

 Cukup jelas. 

Huruf o 

 Cukup jelas. 

Pasal 107 

Ayat (1) 

Koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dilakukan sejak diterbitkannya surat 

pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan 

penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan, dan 

penyampaian tembusan berkas perkara kepada penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi ini 

dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 108 . . . 
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Pasal 108 

Cukup jelas. 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

Pasal 112 

 Cukup jelas. 

Pasal 113 

 Cukup jelas. 

Pasal 114 

 Cukup jelas. 

Pasal 115 

 Cukup jelas. 

Pasal 116 

Cukup jelas. 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

 

Pasal 122 . . . 
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Pasal 122 

Cukup jelas. 

Pasal 123 

Cukup jelas. 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

Pasal 126 

Cukup jelas. 

Pasal 127 

 Cukup jelas.  

Pasal 128 

 Cukup jelas.  

Pasal 129 

 Cukup jelas.  

Pasal 130 

 Cukup jelas.  

Pasal 131 

 Cukup jelas.  

Pasal 132 

 Cukup jelas. 

Pasal 133 

 Cukup jelas. 

Pasal 134 

 Cukup jelas. 

Pasal 135 

Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara 

Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan 

seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan 

perkawinan . . . 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
- 33 - 

 

 

perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk 

memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik 

Indonesia. Dari sisi hukum perkawinan itu merupakan bentuk 

penyelundupan hukum. 

Pasal 136 

 Cukup jelas. 

Pasal 137 

Cukup jelas. 

Pasal 138 

 Cukup jelas. 

Pasal 139 

 Cukup jelas. 

Pasal 140 

 Cukup jelas. 

Pasal 141 

 Cukup jelas. 

Pasal 142 

 Cukup jelas. 

Pasal 143 

 Cukup jelas. 

Pasal 144 

 Cukup jelas. 

Pasal 145 

 Cukup jelas. 
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